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MOTTO

kejujuran adalah penilahu kunci vang sangat elekul’ untuk membangun

kepercavaan (kredibilitas) =

(KH. Abdullah Gymnastiar)

KH Abdullah Gymnastiar, 2002, Menggupai Hidup Berkah. 1al 40.
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RINGKASAN

Penulisan  skripst dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Upaya
Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Tanaga Listrik Multiguna
Pada PT PLN (Persero) Kantor Cabang Kertosono™, im ditulis dengan latar
belakang semakin penting energt listrik dalam kehidupan sehan-han. Pemakain
encrg listrik bukan hanya untuk pemakaian kebutuhan sehari-hari. tetapi dipakai
secard berkesinambungan oleh karena itu pemakar harus menjadi pelanggan tetap.
selam itu tetapi untuk saat im energi listrik dapat digunakan untuk sementara
wakiu dan tanpa menjacdi pelanggan tetap. Jual beli tenaga hstrik multiguna
dimaksudkan untuk peménuhan kebutuhan energl sesaat tanpa harus menjadi
pelanggan tetap. P [ P1N (Persero) membuat terobosan dengan jalan memberikan
kemudahan bagi vang tidak/belum menjadi pelanggan untuk memanfaatkan
tenaga listrik, yang disebul dengan jual beli tenaga histik  multiguna,
Pemakaiannya secara terbatas dan atas kesepakatan dan kedua belah pihak. al
vang tersebut diatas maka terdapat peluang terjadinya sengketa antara para pthak

Permasalahan yang tumbul dari penulisan ini adalah knteria apa vang
dipergunakan untuk menentukan pelanggan listrik multiguna: faklor apa saja vang
dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual bel tenaga listrik multiguna:
hagaimana upava penyelesaiannya apabila terjadi persengketaan dalam jual beli
tenaga listrik multiguna.

Adapun tujuan Khusus diadakannva penelitian m adalah untuk mengetahu
dan menekaji kriteria vang dipergunakan dalam menentukan pelanggan hstrik
multiuna; untuk mengetalu - dan mengkaji beberapa faktor vang dapat
menyebabkan terjadinva sengketa dalam jual beli tenaga listnk multiguna, untuk
mengetahul upaya penyelesaian apabila terjadi persengketaan dalam jual beh
tenaga listrik multiguna.

Metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif valtu suatu
pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum vang berlaku dan kenyalaan vang
ada dalam masyarakat mengenal sesuald hal vang ditelii. Sumber bahan

penelitian menggunakan dua sumber bahan vaitu bahan hukum primer dan bahan

K1l
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hukum sekunder. Metode pengumpulan data d:lakukan dengan studi literatur dan
wawancara.  Analisis data digunakan metrode deskrifuf kualitatf serta
disimpulkan dengan metode dedukiif

Pembahasan dalam penubisan sknipsi i adalah mengenai knitena
pelanggan histrik multiguna yang meliputi pelanggan PLN yvang sudah tersambung
dan bukan pelanggan PLN; faktor vang menvebabkan terjadinya sengketa dalam
perjanjian jual beli tenaga listnk multiguna vailu udak dipenubinya hak dan
kewajiban oleh para pihak: upaya penvelesaian sengkelta apabila terjadi
persengketaan dalam perjanpian jual beli tenaga listrik multiguna,

Kesimpulan vang dapat diambil adalah perjanjian jual beli tenaga listnk
multipuna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen merupakan jual beli tenaga
hstrik c=cara tlerbatas, pelanggan tanaga hstnk multipuna dibagi menjadi
pelanggan PLN yang sudah tersambung dan bukan pelanggan PLN; dalam
perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tidak dimuat hak dan kewajiban dari
para pihak secara jelas dan tegas. Fakior penyebab tenjadinya sengketa adalah
pelanggan tidak mau membayar kelebihan pemakain tenaga listrik multiguna
sesuar dengan vang diperjanjikan dan tidak dibavarkannya energi listrik vang
udak terpakar oleh pelanggan karena dianggap sudah terpakai dan tidak ada
restitusi: jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beh tenaga listnk
muloguna maka akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak dan
apabila tidak tercapal mufakal terhadap sengketa yang terjadi maka dilakukan
upava hukumn dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen Nganjuk

Saran vang dapat disumbangkan adalah dalam perjanjian jual beh lenaga
listrtk multiguna walaupun dengan pelavanan khusus seharusnya tharga
perkwhnya disamakan dengan tanf dasar hstnk lainnya; dalam perjanjian jual beli
tenaga listrik multiguna hendaknya memuat hak dan kewajiban secara jelas dan
tegas, Supaya lelnh dapat membenikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan
sengketa antur para pihak dikemudian han: para pihak dalam perjanjian tersebut
hendaknya melaksanakan perjanjian sccara konsckwen dan lebih berhati-hati
dalam melaksanakan hak dan kewajiban schingga tidak memmbulkan sengketa

artar pihak

X111
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L PENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang

Pembanpunan Indonesia adalah pembangunan yang bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata materiil dan spintuil berdasarkan
Pancasila, di dalam wadah Newara Kesatuan Republik Indonesia vang merdeka.
herdaulat dan berkedaulatan rakvat dalam suasana pentkehidupan bangsa vang
aman, tentram, tertb dan dinamis serta dalam bingkungan pergaulan dumia vang
merdeka bersahabat. tertib dan damai Pembangunan nasional hakekatnya adalah
pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnva  dan pembangunan  seluruh
masvarakal Indonesia

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi vang
penting bagi negara sangal menunjang upava tersebut Sebagai salah satu hasil
pemanfaatan kekayaan alam vang menguasai hajat hidup orang banyak tenaga
listrik perlu dipergunakan umuk kesejahteraan dan kemakmuran rakvat. Arus
hstrik dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan vang sangat penting untuk
melanjutkan akiifitas yang berhubungan dengan tenaga histrik. Penyediaan Tenaga
Listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan tranparasi
dalam tkhm usaha yang sehat dengan pengaturan vang memberikan perlakuan
vang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat vang adil dan
merata kepada semua konsumen.

Negara Indonesia di dalam usahanya untuk meratakan pembangunan
kesegenap lapangan masyarakat, maka cabang-cabang produksi vang penting bagi
negara dan yang menguasar hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ( pasal
33 DUD 1945), Hanya badan usaha yvang ndak menguasal hajat hidup orang
banvak sama yang bisa dikuasai oleh perorangan atau swasta. T PLN (Persero)
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara ketenagalistnikan
di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana vang berhubungan dengan

ketenagahisirikan nasional. Penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia sudah
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merupakan kebutuhan nvata mengingat meningkatnya kemampuan scktor swasta
dalam penvelenggaraan tenaga hstrik dalam rangka memenuhi  kebutuhan
masyarakal.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga hstrik secara lebth merata, adil
dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaaan tenaga
listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada BUMN, BUMD.
koperasi atau swasta untuk penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin usaha
penvediaan tenaga hstrik. Untuk penvediaan tenaga hstrik skala kecil, pnontas
diberikan kepada badan usaha kecil dan menengah

Perkembangan penerapan  kompetsi  disist  penjualan dimular  pada
konsumen besar yang tersambung pada tegangan tmgg vang kemudian pada
konsumen tegangan menengah  Untuk mengatur dan mengawast penvediaan
tenaga listrik di dacrah vang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan
Pengawas pasar Tenaga Listnk Badan yang mengeluarkan aturan yang
diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputl aturan jarnngan, aturan
distribusi, aturan pentarifan, aturan untuk lelang pengadaan instalas: atau sarana
penyediaan tenaga histrik dan lain sebagainya termasuk dalam hal penegakan
hukumnya Adanva Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik akan mengurang
peranan pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistnkan Namun
tiduk mengurangi kewenangan pemenntah sebagai pembuat kebnjakan Disamping
itu tujuan diadakannya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listnk dimaksudkan
supaya pemerintah tidak sewenang-sewenang dalam membual suatu peraturan
yang memberatkan para pelanggan atau konsumen dari PT PLN (Persero) dan hal
tersebut untuk meningkatakan Kinerja dan pelayanan PT PLN (Persero) kepada
konsumennva

Untuk menimgkatkan pelayanan dan kepuasan konsumennya PT PLN
(Persero) membuat suatu terobosan baru dengan membuat tanf multiguna. Tanf
multiguna tersebut adalah penjualan energ hstnk dengan cara, dava, jumlah Kwh
dalam jangka waktu tertentu dan dengan suatu pelayanan khusus dibandingkan

dengan vang Tant Dasar Lastok lannya. "ada penggunaan tant n;ullu_.-unn
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berdasarkan atas kescpakatan antara P1° PLN (Persero) dengan pelanggan
Penerapan tanf listnk muluguna oleh P11 PLN (Persero) yang didasarkan atas
kesepakatan kedua belah pihak secara ndak langsung mempunvai peluang besar
terjadinya sengketa karena tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu
prhak.

Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanpan jual beli tenaga hstrik
multiguna menartk untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. sehingga penulis tertarik
untuk membahas hal tersebut dengan judul @ “KAJIAN YURIDIS TENTANG
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANIIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PIN (PERSERQ) KANTOR
CABANG KERTOSONO™

1.2 Ruang Lingkup Masalah
Untuk menghindan kesimpangsiuran dalam  pembahasan lebih lanjut
penulisan sknpst mi, maka ruang lingkup vang akan dibahas adalah khusus

tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas
dirumuskan sebagai benkut -
| Kriteria apa vang dipergunakan untuk menentukan pelangean  listrik
multiguna ?
2 Faktor apa saja vang dpat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual bels

lenaga histnik multiguna ?

ad

Bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi persengketaan dalam jual

beli tenaga histrik multiguna.
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1.4 Tujuan Penulisan

tujuan penulisan dibag menjadi dua vaitu -

141 Tujuan Umum :

a. untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat dan tugas akademis vang bersifat
mutlak, guna memperoleh gelar Sanana Hukum pada Fakultas Tukum
Liniversitas Jember,

b scbagar uapaya untuk melatth serta membandingkan antara teori vang
diperaleh dalam perkulihan denpan prakick datam masyarakat, sehingga dapat
memperluas cakrawala ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat disajikan
dalam bentuk sknps:;

¢ untuk bahan informasi dan referensi bagr setiap orang vang membutuhkan dan
untuk melengkapt perbendaharaan kepustakaan diruang bacu Fakultas Hukum

Umversitas Jember

1.4.2 Tujuan Khusus

@ untuk  mengetahul  dan mengkajl  koternia yang  dipergunakan  dalam
menentukan pelanggan listrik multiguna,

b, untuk mengetahui dan mengkaji beberapa faktor yang dapat menyebabkan
tenjadinya sengketa dalam jual beh tenaga histrik multiguna,

¢ untuk  mengetahui  dan  mengkap upays  penyelesaiaan apabila  terjadi

persenghetaan dalam jual beli listrik multiguna.

1.5 Metodologi
Untuk menjamin kebenaran dan suatu penelitan, maka diperlukan adanya
metodologt - yang  tepat.  karena  metodologr  merupakan  pedoman  dalam

melaksanakan analisis terhadap data-data dari hasil jcnelitian,
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i.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penubsan i digunakan metode vundis normatit
Menurut Seerjono Soekanto metode pendekatan masalah vundis normatf vantu
sugalu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum vang berlaku dan kenyataan
yang ada dalam masyarakal mengenai suatu hal yang duehin (1590:91) Jadi
per;-:titian inl mengenar perjanjian jual bell tenaga listrik multiguna antara PT

PLN {Persero) dengan pelangean.

1.5.2 Sumber Bahan Penclitian
Sumber bahan pereliuan yang digunakan dalam penulisan sknipsi 1m

adalah sumber bahan hukum prim=r dan sumber hahan hukum sekunder

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh
dan berbapai sumber kepustakaaan, varu peraturan perundang-undangan dan
KU Perdata, buku-buku., maupun bacaan lain vang secara umum mengatur dan

berhubungan erat dengan pembahasan skripsi it

1.5.2.2 Bahan HuKum Sekunder

Sumber bahan hukum  sckunder adalah sumber bahan hukum vang
digunakan untuk memperoleh data sekunder dan hasil penelitian langsung
dilapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan dan pihak PI PLN

(persero) Kantor Cabang Kertosono.

L5.3  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penehtian mi adalah
a dtudi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data vang diperoleh dari Ineratur,
pendapat para ahli, brosur, dokumen, daler pusiaka dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah vang sedang diehin
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b. Wawancara

metode dilakukan langsung melalw tanya jawab (wawancara) dengan Humas
PT PLN (persero) kantor Cabang Kertosono yaitu Bp. Ir. Khotib dan Bp. Rivanto.
ST, Manajer PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono.

1.5.4  Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistimatis dan terarah,
chanalisis dengan metode deskriptif’ kualitatif serta disimpulkan dengan metode
deduknl. Metode anahsa deskniptif kualitanf menurur Burhan Ashshofa vaitu cara
memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan vang tidak didasarkan atas
angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku
dan dengan menghubungkan data-data yang ada (1996:20), Penarikan kesimpulan
secara dedukuf yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal umum
ke hal-hal yang khusus (Burhan Ashshofa, 1996 :15).
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1L FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara penvelenggara
ketenagalistnkan di Indonesia melayani sarana prasarana vang berhubungan
dengan ketenagalistnkan nasional vang berkantor pusat di Il Trunojovo Blok M
135 Kebayoran baru Jakarta 12160 Sedangkan kantor Unit Pelayanan dan
Jaringan Kertosono berada dalam wilavah kerja PT PLN (Persero) Unit Bisnis
Distribusi Jawa Tymur Area Pelavanan Mojokerto
PT PLN (Persero) sebagai satu-satunyva BUMN vang menyelengparakan
ketenagalistrikan dalam pembangungan dewasa int mempunyai visi |
[akui sebagar perusahaan kelas duma yang bertumbuh kembang unggul dan
terpecara dengan bertumpu pada potenst insani. Sedangkan misinya dalam
pembangunan dewasa ini adalah
& Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain vang terkait, berorentass
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham,

b. Menjadikan tenaga hstnk sebagai medin untuk  memmngkatkan  kuahtas
kelmdupan masyarakat

¢ Mengupayakan agar tenaga listnk menjadi pendorong kegiatan ekonomi

d  Menjalankan kegiatan usaha vang berwawasan lingkungan.

Perjanjian jual beh tenaga listrik secara terbatas/multuguna dilakukan
antara PI' PLN (Persero) UPP-TR Kertosono dengan Beny/Bengkel Karva Agung
Kertosono dengan nomer pada pthak pertama @ 003/PYVKTS/RTR/2003 dibuat
pada Hari Kamis Tanggal 02 Mer Tahun 2003 antara pihak-pihak
I PT PLN (Persero) Unit Bismis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan

Mojokerto Unit Pelavanan dan Jaringan Kertosono beralamat di JI Panglima
Sudirman 18 Kenosono, Berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin ¢t PLN
(Persero) Distribusi Jawn Timur No. 234 k/440/GM2001 Tanggal 31 Juli
2001, dalam perbuatan ini diwakili oleh

Nama | Gatot Imam Hidayal

:}.Zi- - '” 5 T Piepsilaksre
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Jabatan : Manajer Unit Pelavanan Pelanggan Teganean Rendah Kertosono

Alamat - J| Panglima Sudirman 18 Kertosono
2. Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono vang beratamnat di J1 Anjuk Ladang 12

Ploso Kabupaten Nganjuk, dalam hal int diwakili oleh -

Nama - Beny

Jabatan : Penulik/Penangpung Jawab

Alamat : 1l Anjuk Ladang 12 Ploso Kabupaten Neanjuk
Dalam hal 101 PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono diharuskan melaksanakan
penvambungan tenaga hstnik kepada Beny/Bengkel Karva Agung Kertosono
dengan daya 32 KVA. Sedangkan Beny/Bengkel Karva Agung Kertosono
diharuskan membaya: energt Mimmum  sebesar Rp. 1,504 000  sebelum
pelaksanaan pemasangan multiguna

Perjanpian jual bel tenaga hstok multguna tersebut berisi klausula-

klausula perjanyian antara laun

I judul perjanjian,

I-d

identitas para prhak;

ketentuan umum:

Ll

4 persvaratan umuim,
5. pemakainan tenaga listrik multiguna;
fr. biya-biava,
7. Ketentuan tekms:
8 cara pengukuran dan pembatasan;
9. cara pembayaran uang muka,
1O, pengakhiran perjangian,
11 berdakunya perjanpan,
|2, perselishan pendapat.
13 penutup
Dalam penanpan jual beli tenaga hstnk mulbguna antara PT PLN
(Persero) dengan Beny/Bengkel Karva Agung Kertosonomenimbulkan hak dan

kewajiban pada inasing-masing prhak
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I

PT PLN (Persero)

Hak

2. menerima pembayaran energl histnk mimmum sebesar 1500 Kwh,

b. menerima pembavaran atas kelebihan pemakaian Kwh multiguna

Kewajiban

a. melakukan penvambungan tenaga histrik kepada Beny/Bengkel Karva Agung
dengan dava 23 Kva.

Beny/Bengkel Karya Apung

Hak

a. menerima penyambungan tenaga Listrik dengan dava 23 Kva,

b, udak membavyar biava beban:

¢ tidak membayar biayva penyambungan,

d. udak membavar uang jaminan pelangean.

Kewajiban

a. membayar energl listrik minimum sebesar 1500 Kwh;,

b, membayar atas kelebihan pemakaian Kwh multipuna.

Perjanjian jual beli tenaga listrik multguna antara PT PLN (Persero)
dengan Beny vang dijadikan pedoman atau dasar pelakasanaan perjanjian tersebut
bagi para pihak, tidak dicamumkan secara tegas dan jelas mengenai hak dan
kewapiban bagi para mhak sehingpa pihak yang mengadakan perjanjian tersebut
belum mengetahur dengan jelas hak dan kewayiban yang harus dijalankan serta
mempunyal konsekwenst bahwa perjanjian ini akan lemah dalum  kepastian
hukum dan daya ikatnya terhadap masing-masing pihak yang ada dalam

perjanyian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut

2,2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagan landasan teori duiam penulisan im adalah Buku 111
Kitab Hukum Perdata (KU Perdata) bab kedua tentang perikan vang dilahirkan
dart kontruk atau peganjian dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang

ktenagalistrikan, diamaranya yaiu
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KLUH Perdata bab kedua dan HIR -

b

Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
vang mana satu orang atau lebih mengikatkan dinnva terhadap satu orang
atau lebih

Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dipertukan
cmpat syarat vaitu - sepakat mereka mengkatkan din. kecakapan dalam
mereka membuat suatu perikatan, suatu hal terentu, suatu sebab vang
halal.

Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian vang di buat secara sah
berlaku sebagal undang-undang bagi mereka vang membuatnva Suatu
perjanpan hdak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atas karena alasan-alasan vang oleh undang-undung dinvatakan
cukup untuk itu. Suatu perjanpan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1340 menvatakan bahwa suvatu perjanjian hanva berlaku untuk

prhak-pihak yang membuatnya

Pasal 1457 menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanpan. dengan
mana pthak vang satu mengikatkan dinnya untuk menverahkan suatu
kebendaan, dan pihak vang lain untuk membavar harga vang telah
dijanjikan.

I'asal 118 (1} HIR menyatakan bahwa gugatan perdata | vang pada tingkat
pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan
surat permintaan vang ditanda tangam oleh penggugat atau oleh wakilnya
menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negen di daerah hukum siapa
lergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnva, tingkat
tngeal sebetulnva

Pasal 118 (4) HIR menyatakan bahwa bila dengan surat svah dipilih dan

ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka pengeugat, jika 1a suka,
dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan neper
dalam dacrah hukum siapa terletak tempat kedudukan vang dipilih it

Surat perjangian jual beli tenaga histrik sccara terbatas (Multiguna) Dava 23

KVA antars PT PLN (Persero) dengan  Beny/Bengkel Karva Agung

kerosono

Pasal 10 (1) persehsihan pendapat antam ked.s» hetah pihak dalam rangka

pelaksanaan peras, +noum akan diselesaikan secara musvawarah
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2. TPasal 10 (2) bila penyelesaian perselisihan sesua ayat 1 pasal i tidak
tercapai, maka keduabelah pihak sepakat untuk menverahkan kepada
kantor Pamitera Pengadilan Negen Yang berkedudukan di Neanjuk

¢. Undang-undang No 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

pasal 1 ayat (10) yang mengatur bahwa penjualan tenaga listrik adalah suatu

kegiatan usaha pen) ualan tenaga listnik kepada konsumen.

d. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 136-11 E/Q12/DIR/2001 Tanggal

30 Jum Tentang Ketentun Jual Beli Tenaga Listrik Multiguna Eksport

w

Keputusun Presiden Republik Indonesia No. 133 tahun 2001 Tangeal 31
Desember Tentang Harga Jual Tenaga Listnk Yang Iisediakan Oleh

Perusahaan Perseroan (Persero) 1 Perusahaan Lisink Negara

2.3 Landasan Tceori
2.3.1 Pengertian Perkara Perdata

D1 dalam perkara perdata disamping perkara gugatan (ada unsur sengketa)
dimana terdapat pthak penggupat dan pihak terpugar, juga terdapat perkara-
perkara yang disebut permohonan (tidak ada unsur sengketa) vang diajukan oleh
seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa misalnva
apabila segenap ahli wans almarhum secara bersama-sama menghadap ke
pangadilan untuk mendapatkan suatu penetapan perthal bagian masing-masing
dart warisan almarhum. Disini hakim hanya sckedar memberi jasa-jasanya scbagai
seorang tenaga lata usaha negara Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan
atau lazimnya discbut putusan declaratoir, yvaitu suatu keputusan yang bersifat
menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan im hakim tidak memutuskan
suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Permohonan yang banyak
diajukan dimuka pengadilan negeri adalah mengenai permohonan pengangkatan
anak angkat, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagminya

Sedangkan dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yvang

harus diselesmkan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada scorang atau
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lebth yang merasa bahwa haknva atau hak mereka 1alah dilanggar, akan weap
orang vang “dirasa’ melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara
sukarela melakukan yang diminta u. Untuk penentuan siapa vang benar dan
berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Ihisini putusan hakim benar-
benar berfungsi sebagai hakim vang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-
pihak tersebut vang benar dan siapa vang tidak benar.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam  pemerniksaan pengadilan,
sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yvang berhadapan satu sama lain, vaitu
pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yvang digugat
Penggugat adalah pihak vang memulai membuat perkara dengan mengajukan
gugatan karena merasa hak perdatanya diwugikan, sedangkan pihak tergugat
adalah pthak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh pithak penggugat
sebagal vang merugikan hak perdatanva. Perkataan “merasa” dan “dirasa” disim
dimaksudkan scbagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan
pembuktian. Biasanva pihak penggugat maupun tergugat adalah orang yang
berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebaga penggugat
atau tergugat dimuka pengadilan tanpa mempunvai kepentingan secara langsung
dalam perkara bersangkutan

Dalam  mengajukan  gugatan  harus  diperhatikan  benar-benar  oleh
penggugat, bahwa gugatannya harus dmukan kepada pengadilan yang benar-
benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan vang bersangkutan.
Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua (dua) macam kewenangan mengadili,
yaltu
i, kewenangan mutlak (kopetensi mutlak )

vaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu vang
secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam
lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negen dengan Pengadilan
Tinggr) maupun dalam hingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negen

dengan Pengadilan Agama), Dengan demikian wewenang yang mutlak ini
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menjawab pertanvaan badan peradilan macam apa vang berwenang untuk
mengadih sengketa vang bersangkutan.

b. kewenangan relatif (kopetens: relanf)
yaltu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antara pengadili antar
pengadilan yang scrupa atau sejenis (pengadilan negert jember dengan
pcngladilan negert bondowoso). Dengan demikian wewenang relatf i akan
menjawab pertanyaan pengadilan mana yvang berwenang untuk mengadili

perkara yang bersangkutan.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian  adalah  suatu  hubungan  atas  dasar  hukum  kekayaan
(vermogensrechtlijke betrekking ) antara dua pihak atau lebnh dalam mana pihak
vang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas nama pihak yang lain
mempunyai hak atas prestas iu,

Menurut kebiasaan (sparaakgebuik) perjanjian adalah semua persetujuan
(afpraken) vang menmimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suat
akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan
terlaksananva perikatan atau udak

Perjanjian di bagi memadi dua bapgian yakni perjanpan dalam an luas dan
perjanpan dalam arti sempn. Dalam arm luas suatu perjanjian berarti setiap
perjanyian yang menimbulkan akibat hukum sebagai vang dikchendaki (atau
dianggap dikehendaks) oleh para pihak. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya
ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekavaan
saja sepertt yang dimaksud oleh buku 11 KUH Perdata

Pengeruan perjanpan itu sendin dalam KUH Perdata dijabarkan dalam
pasal 1313 yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lam atau lebith. Bentuk prestast yang ditimbulkan dani
peranjian tersebut ada 3 macam vakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan
hiduk berbuat sesuatu, Contoh dan memberikan sesuatu int misalnya kewajiban

untuk menyerahkan barang dalam perjanjian jual beli, berbuat sesuatu misalnya
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dalam penjanjian pemborongan pekenaan, dan ndak berbuat sesuaty misalnva
berjanyt untuk membangun tembok dil,

Untuk berlakunya suatu peijajian yvang mengikat para pihak secara
hukum, maka harus memenuhi syarat-syaral svahnva suatu perjanjian
scbagaimana vang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata vaitu -

1. sepakat mereka vang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan dalam berbuat suatu perikatan.
3 suatu hal ertentu,
4. suatu sebab yang halal

syarat scpakat mereka vang mengikatkan dirinva dan svarat kecakapan dalam
berbua. sesuatu perikatan discbut sebagai syarat subvekuf vanu syarat antuk
subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal disebut syarat obvekuf yaiu syarat untuk obyek hukum atau bendanya
Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu
diketahu yaiu:
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas i mempunyal arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa
saja walaupun belum atau ndak diatur dalam undang-undang Walaupun
berlaku asas im kebebasan berkontrak tersebut tidaklah boleh bertentangan
dengan kesusilaan dan udak bertentanpan dengan ketertiban umum.
b Bersifat pelengkap (optimal)
Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam  undang-
undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian
menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan tersendin yang menyimpang
dan ketemuan pasal-pasal undang-undang. Tetapt apabila dalam perjanjian
yang mercka buat tidak duentukan, maka diberlakukan ketentuan undang-
undang

¢ Bersifat konsensual
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Artinya perjanjian 1tu terjadh sejak saat tercapainva kata sepakat antara prhak-
pthak, kata lain penanjian itu sudah sah dan mempunvai akibat hukum sejak
tercapainya kata sepakat amara para pthak incogenal pokok perjannian
d. Bersifat obligatorr

Artinva perjanplan vang dibuat oleh pihak-pithak ity baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewapban sama. belum memindahkan hak mihk
(ownership) Hak milik baru berpindah, apabila dipeganjikan wersendin vang
disebut perjanjian yang bersifal kebendaan

233 Pengertian Perjanjian Jual Beli

pengertian jual Leli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian
timbal bahk dalam mana pihak vang satu (st penjual) begany untuk menyerahkan
hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (st pembeli) beranp untuk
membayar harga harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari
perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual bel menunjukkan bahwa dan satu pihak perbuatan
dinamakan menjual, sedangkan dan pihak vang lain dinamakan membeli Istilah
jaul beli mencakup dua perbuatan vang bertimbal balik. Unsur-unsur dan
penjanpan adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme vang
menjiwat hukum perjanjian KUH Perdata. Perjanjian jual beli ttu sudah dilahirkan
pada detk tercapainya sepakat mengenai barang dan harga Begitu kedua pihak
sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanyian jual beli vang sah
Sifat konsensual dan jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang
berbunyar perjanjian diangganp sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika
setelah mereka mencapal sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu
belum serahkan maupun harganya belum dibayar. Konsensualisme berasal dari
perkataan konsensus yuag berarti kesepakatan Dengan kesepakatan dimaksudkan
bahwa diantara  pihak-pthak  vang bersangkutan tercapal sualu  persetujuan
kehendak artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula vang

dikehenaini oleh yang lain. Kedua kehendak itu beriemu dalam sepakat tersebut
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Tercapamnva sepakat im dinyatakan oleh kedua belah prthak dengan mengucapkan
perkataan-perkataan misalnva @ “setuju’’, “accoord”, “oke” dan lain sebagainva
ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanda  dibawah pemyataan-
permnyataan tertulis sebagm tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah
menyetujui segala apa yang tertera dalam tulisan itu
Perjanpan jual beli dalam KUH Perdata bersifat obligatoir artinva bahwa
perjanjian jual beli baru meletakan hak dan kewapiban bertimbal balik antara
kedua belah pthak (penjual dan pembeli) vaitu meletakan kepada si penjual
kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang di jualnva. sekaligus
membenkan Kepadanya hak untuk menuntut pembavaran harga vang telah
disetuym dan disebelah lain meletakkan kewapban kepada st pembeli untuk
membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak
milik atas barang yang dibelinva, Dengan perkataan lamn penanpan jual bels
menurut KUH Perdata itu belum memindahkan hak mibk. Adapun hak milik baru
berpindah dengan dilakukan levening atau penyershan. Dengan demikian maka
dalam KUH Perdata tersebut lavering merupakan suatu perbuatan vundis euna
memindahkan hak milik (transfer of ownership).
Kewajiban penjual umuk menyerahkan barang dapat dilakukan dengan

caran
i penyerahan secara yuridis atau formal, vaitu dengan akte atau dengan surat

resimi

Contoh

Jual bel rumah, mobil dan montor. Diserahkan beserta dengan suratnya.
b, penveerahan secara feitelijk atau secara rifl (nvata)

Contoh . jaul beli jam tangan, kulkas dan perabotan rumah tangga Hanva

dengan dipindah tangankan barang itu dan penjual ketangan pembeli
Sedangkan untuk tempat penyerahan barang sesuai dengan 1si perjanpan yang
telah  dietapkan oleh penjual dan pembeli.  Apabila 151 peranjian  tdak
menetapkan maka penyerahan barang dilakukan ditempat barang berada pada

waktu perjanjian itu dibuat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 17

Selamjuinva dalam hal levering (penverahan) itu berlaku ketentuan sebagai

berikut

@ baya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biava pengambilan
dipikul oleh si pembeli. jika tidak telah dipenjanpikan sebaliknva (pasal 1476)
Biaya penyerahan merupakan segala biaya yang diperlukan untuk membuat
barangnya siap untuk diangkat kerumah si pembeli Misalnva: ongkos
pengepakan, atau pembungkusan, sedangkan biaya pengambilan merupakan
biaya vang harus dikeluarkan untuk pengangkutan barang kerumah si
pembeli

b. kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung terhadap cacad-
Cacad tersembunyi.
Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekwensi
dari pada jaminan vang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang
vang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendin
vang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dan sesuatu pihak. Kewajiban
tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan
pengeantian kerugan jika sampai terjadi si pembel karena sesuatu gugutan
dari pthak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan yang
telah dibeh kepada pihak ketiga tersebut. Mengenai kewanban untuk
menanggung cacad-cacad tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual
diwajibkan menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang vang
dijualnya yang membut barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan
yang dimaksudkan atau vang mengurang pemakaian itu, sehingga seandainya
st pembeh mengetahur cacad-cacad tersebut 1a sama sckah udak akan
membeli barang 1tu atau udak akan membelinya seluin dengan harga yang

Kurang

2.3.3 Pengertian Pelanggan atau Konsumen
Untuk memenuhi keinginannya manusia. memerfukan scjumlah barang

dan jasa orang, kelompok orang, badan hukum dan perusahaan-perisahaan vang
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berproduksi dinamakan produsen. Sedangkan orang, kelompok orang dan badan
usaha kemnginannva dipenuhi dinamakan konsumen. Produsen dan konsumen i
tidak perlu berarti seorang manusia melammkan juga dapat juga berarti organisasi,
badan usaha, perusahaan atau perkumpulan
Konsumen adalah setiap orang vang mendapatkan barang atau jasa vang
tersedia  dalam  masyarakat digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup
pribadinva, keluarga atau rumah tangpanva dan tidak untuk keperluan komersil.
Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1989:458) dalam
bukunya Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai
barang-barang hasil industn, penerima pesan klan, pemakar jasa. ( Abdurrahman
dkk, 1982:24) dalam bukunya Eksiklopedia Fkonomi Keuangan Perdagangan
Ingris-Indonesia menyatakan  bahwa  konsumen adalah  seorang vyang
menggunakan atau memakal atau mengkonsumsi barang dan jasa bukan vang
menyebarkan atau mendistribusikan, memproduksi atau menghasilkannya.
Pengertian pelangean atau konsumen menurut Undang-undang No. 20
Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga hstnik dan pemegang 1zin usaha penvediaan tenaga histnk untuk
digunakan sebagar pemantaatan akhir dan tudak untuk diperdagangkan.
Sedangkan  menurut  Undang-undang No. 8 Tahun 1999  tentang
pelindungan  konsumen, pengertian konsumen atau pelanggan adalah senap
pemakal barang dan/alau jasa yang tersedin dulam masvarakat, baik untuk
kepentingannva dirt sendin, keluarga | orang lain, maupun mahkluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-
unsur dart konsumen adalah -

| orang,

I

pemakit barang dan/atau jasa,

d

tidak untuk diperdagangkan
Konsumen selalu berusahi untuk memenuhi kebutuhannya, Kebutuhan
konsumen akan barang dan awao jasa vang dunginkan dapat terpenuhl sena

semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilth ancka jenis dan kwalias barang
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dan/atau jasa sesuai dengan kemginan dan kemauan konsumen. Disisi lain kondisi
dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen semakin tdak seymbang. konsumen berada pada kondisi vang lemah
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat Kesadaran
konsumen akan haknva masth rendah. lal im terutama dischabkan oleh
rendahnyva pendidikan konsumen

Sehingga perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang
semakin penting disebabkan karena kedudukan konsumen vang relaul lemah di
bandingkan dengan prudusen. Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan
untuk mencapar tujuan
. menmingkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiian konsumen untuk

melindungi diri;

b

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkaa dan

ckses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

3. memngkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilth, menentukan, dan
menuntut hak-haknva sebagai konsumen,

4. menciptakan  sistem  perlindungan  Konsumen yang mengandung  unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sera akses umuk mendapatkan
informasi,

5 menumbuhkan kesadaran pelaku usaha menpenm pentingnya perlindungan
konsumen schingga tumbuh sikap vang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha,

6. meningkatkan kwalitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produkst barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen

D1 Spayol pengertian konsumen didefimsikan secara lebih juas yaitu
konsumen diartikan ndak hanya idividu (orang) tetapr juga suatu perusahaan
vang menjadi pembeh atau pemakar terakhir. Adapun vang menank disim,
konsumen tdak harus tenkat dalam  hubungan jual bel sehingga dengan

sendirinya konsumren tidak wdenuk dengan pembel
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2.3.5 Pengertian T'enaga Listrik Multiguna

Tenaga listnk multiguna adalah tenaga histnk vang dyual secara terbatas.
Maksudnya penjualan energi dengan cara, daya, yjumlah kwh dan jangka waktu
tertentu. Jual beli hsink multiguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan
pasar yang semakin bervariasi, Salah satu diantaranya adalah kebutuhan energs
scsaat tanpa harus menjadi pelanggan tetap Walaupun demikian, pelanggan
sehagai mitra bisnis jangka panjang, diberikan kesempatan pula mengadakan
transaksi sesaal dengan tujuan mengoptimalkan baya lisink untuk kepenungan
produksinva.

Fant muluguna i diperuntukan hanya bag pelanggan tenaga listrik yang
karena beroagar hal tidak dapat dicakup oleh betentuan tanf baku seperti -

I Tanl dasar listork untuk keperluan pelavanan sosial,

t-d

Tanf dasar listnk untuk keperluan rumah tangga:
Taril dasar listrik untuk keperluan bisnis,

Tanf dasar histrik untuk keperluan industr,

Lh L0

Tarif dasar listrik untuk keperluan kantor pemenntahan dan penerangan jalan
wmum;
6. Tant dasar hstnk untuk traks,
7. Tanf dasar listrik untuk curgh (bulk),
Atau kesepakatan dan para pihak
Maksud dari berbagar hal yaitu bahwa pelanggan tenaga listrik multiguna -
tdak dikenar vang jaminan pelanggan,
b, udak membayar biaya penvambungan:
¢ hdak membayar biaya beban;

d  mendapatkan pelavanan khusus
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%%

I PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan Pelanggan listrik
multiguna

Menurut Bp Ir Khotib selaku manajer PT PIN (Persero) UPP-TR
Kertosono  (wawancara dilakukan tangeal 10 maret 2004) bahwa listrik
Multiguna diperuntukan hanva bagi pengguna listrik vang memerlukan pelavanan
dengan kualitas khusus  karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan
golongan tanf sosial. rumah tangga. bisms, industri dan kantor pemernintahan
Maksud dart berbagar hal bahwa harga tarif multiguna perkwh lebih mahal sekitar
Rp. 1033/Kwh dibandingkan dengan golongan tarif sosial, rumah tangea, bisnis,

mdustri dan kantor pemerimtahan. Tenf multiguna tidak membayar biaya beban.

biaya penyambungan dan uvang jaminan pelanggan sedangkan golongan tarif

sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan kantor pemenmahan dikenai biaya

tersebut. Dalam hal ini penggunaan daya dan kwah oleh pelangean tersebut

dibatasi. Jangka waktu untuk penggunaan histrik multiguna tersebut juga terbatas

dengan ketentuan jika waktu tersebut telah habis dapat diperpanjang lag.
Transakst multiguna mi berupa penjualan daya dan energi listrik untuk

keperluan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan PT PLN (Persero) sehagai

penjual dan prhak lain sebagal pembeli.

Multiguna meliputy

a. multiguna pada tegangan rendah,

b multiguna tegangan menengah,

¢ multiguna tegangan tinggi.

puket penjualan multguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat

atas kebutuhan tenaga listrik dengan cara vang disepakati secara khusus dan tdak

berkestnumbungan. Segmen pembeli Listrik sementara terdin dari perseorangan,

lembaga, badan usaha milik pemerintah, swasta, badan/panitia pelaksanaan event-

event tertentu dan lain sebagainya

Gcs
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Biaya pengadaan fasilitas janngan multiguna dilunasi selambat-lambatnva
7 hari sebelum tenaga Listnk disalurkan. Untuk multiguna dengan masa pelavanan
kurang dari | bulan, biaya pemakaian dibayar dimuka dan akan diperhitungkan
setelah pelayanan berakhir. Sedangkan untuk multiguna dengan masa pelavanan
melampui 30 han maka biava pemakaian dibayar dimuka untuk setiap masa 30
har berdasarkan jumlah kwh vang telah direncanakan dan disepakati dalam
perjanjian. Apabila pada masa 30 hari yang bersangkutan termyata pemakaian
kwhnya diperkirakan akan melampaui jumlah yang telah disepakat, maka PT
PLN{Persero) memberitahukan dan menagihkan kekuranean untuk dilunasi oleh
pthak pembeli sebelum masa 30 han yang bersangkutan berakhir. Sedangkan
untuk Tarif Dasar Listrik yang laim wajib membayar harga jual tenaga listrik vang
tercantum dalam rekening setiap bulan sesuai dengan tagihan dan PT PLN
(Persero) paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pelaksanaan multiguna dibatasi setinggi-tingginya 90 hari kalender dengan
kemungkinan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak
Pembatasan waktu i dimaksudkan untuk menjaga agar kapasitas sistem (daya)
tetap dipnontaskan untuk pelanggan rutin, Apabila konsumen atau pelanggan
multiguna akan mengakhiri perjanjian jual beli listnk multiguna maka diharapkan
membertkan informasi secara tertulis kepada PT PLN (Persero) sekurang-
kurangnya 7 hari sebelum tanggal berakhimya perjanjian jual beli tenaga listrik
multiguna tersebut.

Untuk tanif multiguna dengan jangka waktu 90 han pencatatan tenaga
hstrik multiguna yang disepakati oleh pelanggan dilakukan pada tanggal 01 setiap
3 bulan sekalt oleh pihak pertama dan disaksikan oleh pihak kedua Hal ity
berbeda dengan tanf dasar hstrik yang lain  rekening untuk pemakaian tenaga
listriknya akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama
I bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter vang dilakukan oleh
petugas 1 PLN (Persero) antara tanggal 28 sampai dengan akhir bulan setiap

bulan
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Pada saat masa pelavanan multiguna sebagaimana disepakat telah
berakhir, maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biava-biava vang
menjadi tangeungan pembeli
|, pemakaran kwh keseluruhan lebih besar kwh vang disepakan dalam

perjanjian

Pembeli membavarkan kekurangan biava pemakaian selamﬁat-iamhﬂlm'u 10

hart sejak masa pelayanan berkhir

2. pemakaian kwh keseluruhan lebih kecil dan yang disepakati dalam penjanjian

Bila energi kwh vang disepakau tidak terserap keseluruhannya sampar saat

masa perjanjian jual beli listrik multiguna berakhir maka kwh yang udak

diserap dianggap sudah dipakar dan tidak ada restitusi
Pelanggan listnk multiguna meliputi -
I pelangean PLN vang sudah tersambung

a bila pembeli juga menjadi pelanggan PLN, maka selama masa berlakunya
multiguna pembatasan daya disesuarkan dengan  kebutuhan  pelanggan
Selama kontrak multpguna berlangsung biava beban rekening bulanan
sebagm pelanggan dihitung berdasarkan daya komtraknya tidak terpengaruh
oleh perubahan daya dalam rangka multiguna,

b. kelebihan kwh vang sudah di bavar berdasarkan transaksi multiguna boleh
dikompensasikan dengan Kwh dalam tagihan rekening bulannya, artinya
pemakman Kwh pada bulan vang bersangkutan dikurangt dengan Kwh
kelebihan multiguna sebagar dasar perhitungan tagihan rekening bulannya
Yang diperhitungkan dengan tagihan bulannya adalah angka pemukaan
Kwh bukan nilai rupiahnya;

¢ biya pengadaan Disilitas dan (nstalasi guna melayam pembeli dibebankan
50% kepada pelangean

2 bukan pelanggan PLN
o tdak membayar biaya beban,
b. kelebiban Kwh yang tidak terpakan dianggap sudah terpakai dan udak

restitus) atas uang muka vang sudah dibayarkan,
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¢. biaya pengadaan fasilitas dan instalasi vang melavani pembeli dibebankan

sepenuhnya pada mhak pembels

3.1 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Jual Beli Listrik

Multiguna
Dalam perjanjian jual belr tenaga listik multiguna antara PT PLN

(Persero) dengan Beny/Bengkel Karva Agung Kertosono dengan No pada pihak

pertama  OU3/PLKTS/RTR/2003 tertanggal 02 mei 2003 telah dilaksanakan

dengan bak. Dalam perjanpian jual bel temaga listrik multiguna tersehut masth
terdapat kekurangan-kekurangan yaitu:

a. tidak dicantumkannya secara tegas dan rinci bak dan kewajiban dari para
ik,

b. tidak dicantumkannya bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para
prhak;

€. Lidak adanya hal apa saju yang dapat membatalkan perjanjian.

Sedangkan dalam suatu perjanjian vang dapat menvebabkan suatu
sengketa adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dan masing-masing pihak
menurut Ir. Khotib selaku Humas PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono
(wawancara dilakukan pada tanggal 13 maret 2004 hak dan kewajiban para pihak
sesuai dengan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2002 temang
ketenagalistrikan
Hak PT PLN (Persero)

I Untuk kepentingan umum, PT PLN sebagar pemegang 1zn usaha penyediaan
tenaga listnk dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberd
wewenang untuk
a melintas sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;

b melintas lawt baik diatas maupun dibawah permukaan, dan

¢ melmtas jalan umum dan jalan kereta api.
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b
L

2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-

P
.

undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang 1zin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk

a. masuk ketempal umum atau perorangan dan menggunakannva untuk
sementara waktu,

b, menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah.

c. melintas diatas atau dibawah bangunan yang vang dibangun diatas atau
dibawah tanah; dan

d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya

Dalam melaksanakan kegiatan diatas pemegang lzin Usaha Penyediaan

Tenaga Listnik harus mendaputkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak vang

berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman

Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan pasal 33
Kewajiban PT PLN (Persero)

ha

-

menyediakan tenaga listnk memenuhi standar mutu dan keandalan vang
berlaku,

memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya kepada masvarakat dan
memperhatikan  hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dibidang perlindungan konsumen; dan

memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Hal tersebut sesuar dengan yang tercantum dalam pasal 33,

Hak konsumen

L.

&

mendapatkan pelayanan vang baik,

mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan
yang baik,

memperoleh tenaga hstnk dengan harga vang wajar;

mendapatkan pelayanan untuk perpaikan apabila ada ganguan tenaga listrik;
dan

mendapatkan  eanti rugi apabila terjadi  pemadaman vang diakibatkan

kesalahan dan/atau  kelalaian pengoprasian oleh pemegang lzin Usaha
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Penyediaan Tenaga Listrik sesuar dengan svarat-svarat vang datur dalam

perjanyian jual beh tenaga listrik.

Hal tersebut sesuai dengan vang tercantum dalam ketentuan pasal 34,

Kewajiban konsumen

I

[t

Lad

L

=

melaksanakan pengamanan terhadap bahaya vang mungkin timbul akibat
pemanfaatan tenapa listrik:

menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan:

memantaatkan tenaga histrik sesuai dengan peruntukannva: dan

membayar uang langeanan atau harga tenaga histoik sesua dengan ketentuan
atau perjanpan;

Konsumen ténaga listrin bertanggung jawab apabila karena kelalaannya
mengakibatkan kerugian pada pemegang 1zin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik,

Konsumen tenaga listik  wajib  mentaat persyaratan tekmis di bidang
ketenagalistrikan,

Hal tersebut sesuai dengan vang tercantum dalam ketentuan pasal 34

Sedangkan dalam suatu perjanjian jual beli tenaga histnk multiguna antara

PLPLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono tersebut tidak

diatur secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban dan masing-masing

pihak. Menurut Ir Khotib (wawancara dilakukan tangeal 17 Maret 2004) hak dan

kewajiban tersebut hanya termuat secara tersirat dalam penanjian tersebut vaitu

Hek Konsumen

I
5

-
%

<

¥

fy,

menerima penyambungan tenaga listrik dengtan daya 23KVA.
pemakaun KWH multiguna sebesar 1500KWH/3 bulan:
pengguanaan histrtk antara jam 07 00 sampay dengan jam 16 00 wib;
tidak membayar biaya beban,

tdak dikener vang jamman peiwnggan,

hiduk membayar blaya penyambungan,

mendapatkan pelayanan khusus
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Kewajihan Konsumen

|. membayar enerpr listnk mimmum sebesar Rp. 1.504 000 dimuka.

2. membavar kelebihan energi listrik vang dipakai apabila melebihi 1500 K'WH

Hak PT PLN (Persero)

I menerima pembayaran energi hstrik minimum sebesar Rp. 1.504.000 dimuka:

2 menenma pEI.:Hhﬂ}“ﬂTiﬂ‘l kelebihan energl hstnk yang dipakai apabila melebih
| SOOKWH.

Kewajiban

. melakukan penvambungan tenaga hstrik dengan daya 23 KVA;

2. membernikan pelavanan khusus.

Penyebab terjadinya sengketa adalah dengan ndak dipenuhinya hak dan kewajiban

olch salah satu pthak Seharusnya hak dan kewajtban tersebut dimuat secara jelas

dalam perjanjian tersebut schingea tidak memmbulkan suatu sengketa dikemudian

hart yang dapat memimbulkan keruman bagi masing-masing pihak Dengan

dimuatnya hak dan kewajiban tersebut dalam perjanjian diharapkan penanjian itu

menjamin kepastian hukum bagi para prhak.

Menurut BP Rivanto S1 selaku Manager UPP-TR Kertosono (wawancara
dilakukan tangeal 19 Maret 2004) penyebab tenadinya sengketa dalam perjanjian
jual beh tenaga hstnk muluguna adalah tidak dipenuhinya hak dan kewajiban
masing-masing pthak Terutama pada masalah pembavaran kelebihan pemakaian
tenaga listrik vang diperjanjikan. Pada perjanjian jual belt tenaga listrik multiguna
amara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karva Agung Kertosono yang
scharusnya dalam 3 bulan menghabiskan  1500KWH,  tetapr  konsumen
menghabiskan 2000 KWH. Konsumen diharuskan membayar  kekurangan
SOOKWH, Tetapr kebanvakan konsumen sulit atau tudak mau membayar
kekurangan tersebut Begitu juga ketika konsumen tidak menghabiskan tenaga
listrik atau wenaga histrik yang dipakai Kurang dart 1500 KWH, konsumen tersebut
meminta untuk dikembalikan vangnya dan sisa wenaga histnk yang udak dipaka
Hal tersebut udak bisa dilakukan Karena dalam peranpian jual beli tenaga listnk
multiguna pada Pasal 4 angka 7
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apabila pada saat pelayanan multiguna sebagaimana vang disepakati berakhur,
mitka bila pemakaian KWH keseluruhan lebih kecil dari Energi listrik minimum,
Disamping itu dikarenakan pada saat perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna
tersebut dibuat telah dimasukan dalam pembukuan PT PLN (Persero) sebagal
pendapatan PT PLN (Persero) pada bulan mei, jika hal tersebut diberikan akan
merubah pembukuan dan keuangan (pendapatan) PT PLN (Persero).

Pada dasarnya penyebab terjadinya sengketa dalam perjanpian jual beli
tenaga listrik multiguna yaitu tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak. Terutama pada masalah pembayaran kelebihan pemakaian tenaga
listrik dan udak dibayarkannya kembali kepada pelanggan energi histrik yang
tidak terpakai, hal i1 khusus berlaku untuk yang bukan pelanggan PLN. Hal ini
terjadi karena pada waktu pembuatan perjanjian tersebut pelanggan hanya bisa
menyetuju 1s1 dari perjanjian tersebul tanpa bisa turut serta menentukan isi dari
perjanjian itu, walaupun isi dari perjanpan tersebut merugikan dari pihak
pelanggan. Scharusnya pada waktu pembuatan perjanjian itu kedua belah pihak
sama-sama menentukan 151 perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak,
bukan hanya satu pihak saja yang menentukan isi perjanjian tersebut.

Disamping 1tu pada waktu pembuatan perjanjian itu seharusnya di
cantumkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak secara jelas dan tegas,
bukan dibuat secara tersirat. Dicantumkannya secara tegas hak dan kewajibannya
maka para pihak akan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal-hal yang
tersebut diatas maka dibarapkan minimal akan mengurangi faktor penvebab

terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna

3.3 Upaya Penyelesainn Apabila Terjadi Persengketaan Dalam Jual Beli
Listrik Multiguna

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan timbul suatu hak

dan kewajiban bagi para pihak yang membuat peranjian tersebut Para pihak

diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing vang biasanya
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disebut dengan prestasi Dalam hal 1m vang terpenting adalah vang terpenting
adalah bagaimana prestasi dapat dilaksanakan schingga masing-masing pihak
dapat terpenuiu kebutuhannya Untuk itu diperlukan suatu tanggune jawab dari
masing-masing phak dalam perjanjian vang merupakan perwujudan dan
kewapban dalam perjanjian. |

Prestasi adalah kewajiban vang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Menurut
ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat dan untuk tidak berbuat sesuatu

Suatu persengketaan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna
dikarenakan para pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bwsa disebut dengan
wanprestasi, Wanprestast berasal dari Bahasa Belanda “wanprestasi”, artinya
udak memenuhi kewajiban-kewajiban vang telah ditetapkan dalam penkatan, baik
penkatan vang timbul karena perjanjian atau perikatan perikatan yvang tmbul
karena undang-undang. Tidak terpenutinya kewajiban itu ada dua kemungkinan
dasarnya vaitu ©
a.  kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
b. Karena keadsan memaksa (force majeur), Jadi diluar kemampuan debitur,

debitur ndak bersalah

Hukum Perdata mengatur tentang yang dapat dimintakan ganti rugi atas
wanprestasi adalah Karena kesalahan debitur, bark karena kesengajaan maupun
kelalaian. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan
sesuatu disebut debitur sudah lalai adalah lewat wakiu vang sudah ditentukan
(pasal 1238 KUH Perdata). Perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna dalam
klausula-klausula perjanyian tidak diatur apabila terjadi wanprestasi, tetapi secara
tmplisit apabila terjadi wanprestasi, akan termuat sanksi-sanksi baik yang berasal
dart undang-undang juga sanksi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak

Berdasarkan undang-undang wanprestasi terjadi karena

a  tdak melaksanakan apa yang disanggupt akan dilakukan,
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b melaksanakan apa vang dijanpkan, tetapt tidak sebagaimana apa vang
dijanjikan;
melahukan apa yang dijanjikan tetapn terlambat,

d. melakukan yang menurut perjanjian tdak boleh dilakukan.

Konsumen vang tidak mau untuk membayar kelebithan pemakaiam kwh
dart yang telah dipenanpkan oleh kedua belah pihak, }rung seharusnva menjadi
tanggungan dari konsumen tersebut Hal tu merupakan salah satu bentuk
wanprestasi  dari  konsumen multiguna.  Akibat  wanprestast  tersebut
mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero) UPP-TR Kenosono berupa tndak
sesuainva atau berkurang pendapatan yang scharusnyva masuk dalam kas PT PLN
(Persero).

Untuk pembayaran kelebihan tenaga listnk vang dipakai oleh
Benv/Bengkel Karva Agung sebesar 500 KWH, sebelum habisnva masa
perjanpian jual beh multiguna yang diperkirakan bahwa Beny/Bengkel Karva
Agung pemakaian tenaga histriknya akan melebihi vang diperjanjikan maka PT
PLN memberitahukan terlebih dahulu. Setelah habisnya penanyian tersebut maka
PT PLN akan menagih kepada Benv/Bengkel Karva Agung terhadap kelebihan
pemakaian tenaga histnk tersebut hika pihak pelanggan tidak mau  untuk
membayar maka akan diusahakan denpan jalan musyawarah dan jika lewat jalan
musyawarah pithak konsumen tersebut tetap tdak mau umtuk melunast maka akan
diajukan gugatan kedepan pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Ir Khotb selaku Humas PT PLN
(Persero) UPP-TR Kertosono (wawancara dilakukan tanggal 20 maret 2004)
dalam pelaksanaan jual beh tenaga bstnk mulliguna dengan konsumen apabila
terjadi wanprestasi akan melakukan upaya-upaya sebacail benkut
1. Melalui musyawarah antara para phak

Proses penyelesatan sengketa melalu jalan musyawarah i dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak  dengan harapan dapat dicapai suatu jalan keluar

vang saling menguntungkan bagr kedua belah prhak. Dalam musyawarah tersebut
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para pthak secara bersama-sama memecahkan masalah vang sedang dihadapi dan
dapat diambil suatu keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak vang telah mencapai kata mufakat, keputusan vang
telah dihasilkan dan musyawarah terscbut mengikat para pihak dan dianggap
sebagal keputusan akhir yang harus diataau olch para pihak. Disebabkan
musy.awarah telah mencapai kata mufakat maka permasalahan vang dihadapi oleh
para mhak diharapkan diharapkan tidak mengajukan masalah tersebut
kepengadilan karena masalah tersebut telah mendapatkan solusinya Para pihak
diharapkan menaati dan menjalankan keputusan dan hasil musvawarah.

Penvelesalan sengketa pada jual beli tenaga listrik multiguna antara PT
PLN (Persero) dengan konsumen yang dilakuken dengan cara musvawarsh
banyak memberikan keuntungan bagi kedua belah nihak. Bagi pihak PT PLN
(Persero) cara 1 lebih efekuf dan efesien dikarenakan dengan musvawarah
penyelesaiun  sengketanya lebih cepar dibandingkan lewat pengadilan  Jika
penyelesaian sengketanya lewat pengadilan wakwunya lebih lama dan untuk
berperkara dipengadilan mengeluarkan biaya

Pada perjanpian jual beli tenaga hstnk multiguna antara PT PLN (Persero)
dengan konsumen, penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah im dilakukan
apabila terjadi perselihan pendapat antara kedua belah pihak dalam rangka
pelaksanaan perjanpan tersebut. Kedua belah pihak sedapat mungkin pertama-
tama akan menyelesaikan secara musyawarah, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 10(1) dalam penanjian jual beli tenaga histrik multiguna.

2. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternabf terakhir
yang ditempuh oleh para pthak setelah melalu jalan musyvawarah untuk mencapar
Kata mufakat ndak dapat dipenuhi atau mengalami jalan buntu Penyelesatan
sengketa melalu pengadilan oleh salah satu pibak diharapkan dapat diperoleh
keputusan yang mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap

permasalahan tersebut
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Penyelesaian sengketa melalwi pengadhlan dalam penanjian jual beli
tenaga listnk multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen telah
disyaratkan apabila penvelesaian dengan jaian musyawarah tidak tercapai dan
kedua belah pihak bersepakat untuk meyel2satkan melaw jalur hukum. Untuk 1tu
kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum vang tetap dan

umum di kantor Panitera Pengadilan Negen vang berkedudukan di Nganjuk. Hal |

1ni sesuai dengan Pasal 10(2) perjanjian jual beli tenaga listnk multiguna

Dalam hal beracara dimuka pengadilan PT PLN (Persero) UPP-TR
Kertosono akan diwakili oleh Bagian Humas Hukum Kantor Area Pelavanan
Mojokerto. Yang pada bagian Humas [Hukum tersebut diisi oleh pegawai PIPLN
(Persero) vang verijazah sarjana hukum vang disekolahkan kembali dan diarahkan
pada bidang hukum. untuk mengurusi masalah hukum vang dihadapi PT PLN
(Persero). Biasanya pada bagian Humas Hukum Kantor Area pelayvanan

Mojokerto diwakili oleh Bp. Agus Triharto,S 1.
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IV KESIMPULAN DAN snu;\
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah dwraikan
dalam bab scbelumnya, maka dapat ditank kesimpulan sebhagal berikut

1. Bahwa kntena vang dipakai dalam menentukan pelanggan hstrik multuguna
dengan mengacu pada perjanjian jual beli tenaga histnk multiguna antara PT
PLN (Persero) dengan konsumen, vang merupakan jual beh tenaga lisink
secara terbatas
Pelanggan tenaga listrik multiguna dibagt menjadi
a. pelangegan PLN yang sudah tersambung:

b, bukan pelanggan PLN,

2. Dalam perjanjian jual beli tenaga listnk multiguna tidak dimuat hak dan
kewajiban dan para pihak secara jelas dan tegas. Faktor penyebab terjadinya
sengketa adalah pelangean tndak mau membayar kelebihan pemakaan tenaga
histrik multiguna sesum dengan vang dipenanjikan dan tidak dibavarkannva
energn histrik yanpg tidak terpakai oleh pelanggan karena diangpap sudah
terpakm dan tdak ada resntust

3. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listnk
multiguna maka diselesaikan secara musyawarah antara para prhak dan
apabila tudak tercapai mufakat terhadap sengketa yang terjacdh maka dilakukan
upayis hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen

Nganjuk

4.2 Saran,
Saran yang dapat disumbangkan adalah .
|, Hendaknya PT PLN (Persero) melakukan sosialisast delam jual beli weniga
hstrik multiguna. Walaupun dengan  pelayanan khusus seharusnya  harga

perkwahnya disamakan dengan tanf dasar listnik vang lain
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2. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multicuna hendaknya memuat hak
dan Kewajiban dan para pthak secara jelas dan tegas. Supava lebih dapat
memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa antar para
mhak dikemudian han

3. Para pihak dalam perjanjian tersebut hendaknya melaksanakan penangian
secara  konsekwen dan lebth berhau-hau dalam pemenuhan hak  dan

pelaksanaan kewajiban sehingga tidak menimbultkan sengketa antar pthak
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- Pengelals  Sistem

Ketenaplistrikan  adalah  segale  sesuatu yang
menayangkut penyedinan fan pemonfastan tenaga
listrik serta usaha penunjang tenags listrik, e
Tenaga Listrik adalah ~untu bentuk energi ‘sckunder
yang dibangkiikun, ditrunsmisikan, dan
didistribusikan uniuk sogala macam keperlunn, tigak

termasuk  lisirlk yany dipakal untuk komunikasl,

elektraniks, atew isyaral,

Penyediaan Tenaga Listrik adalsh pengadaan tenspa ”

fistrik mulai dari titik pemibangkitun kampai dengan
ik pemakaian. :
Pemanfaatan Tenogs Listrik  medalaly penggunasn
tenaga listrik mulai dari titlk peninkaian,

Konsumen adalah setiap orang  ateu badan yang
membeli tenaga listrik dori pemegaug lzin Usahs
Penyedinan Temuga Listrik uniuk digtinakan schagai
penunfaatun aklir dan tidak uniuk diperdayangkan,
Sistem Tenagn Listrik adalah mngkeisn instalasi
tenaga listrik dart  pembangkiten, transmist, dan
distribusi yang dioperasikan secars serentuk dalam
rangka penyediaan tenaga listrik,

Pembangkitan  Tenagn  Listrik  wdolah keyiatan
mempraduksi tewaga Hstrik.

Transmisi Tenaga Listrik sdalal |tanysluran tennga
listrik dari suaty suinber penibongklian ke suapy
sistem  distribusi st kepadn  konsumen, atau
penyaluran tenage latrik antursisien,

Distribusi Tenaga Liswik adalah peayalur feiaga .
latrik  derl  sistem  transmisi stag  dari #lstem

pembangkitan kepada konsumen.
Penjualan Tenaga Listrik adalah suutin keglatan usabia
penjualan tenaga listrik kepads kausuipen,

- Usaha Penjualan Tenaga Listrik adaluh penyelonggars

kegislan usaha  penjualan tenags stk Lipada
Kansumen yany tersamburng pacn legungan rendih,
Ayen Panjuslion Teings Listrik sdulaly penyelenggara
kegiatan usaha  penjualan lenmga  listrik  kepada
koasumen yang tersainbung pada tegiengnn tnggl dan
legangan mgineigah ]

. Pengelols Pasar Tenugn Listik udalul penyelenggara

kegiatan usaha wmlok tsn pertomukan penawaran
dan pecmintaan tenags listrik,

Pengoperasion Sistem Tenagn Listelk ncduleh sunty -
kegiotan  usabu  untuk  wengendallkan  dan
mengkaordinasikan  antarsisiem pem-bungkitan,
transmisi, dan distribusi tenaga listeik v
Tenagn Listrik  wdalah
penyelengyara keglatin sl [engaoperadlan siniem
lenaga listrik  yung  beranggung  jawah  dalarn
mengendalikan dun mengkoordlimsikan antarsisiem
pembangkitan, transmisl, dan  disribusi,  serts
membuat rencani petgembangan alsiem lenayn listrik,
Jaringan  Transmisi  Nusional  adalal Jaringan
transimisi tegangan tinggl, chetrn tnggl, davotau ultea
oggl witwk  menyalurkan  tenayn  lstrik bagi
kepemtingan  wimum yang ditetepkan  Pemerinah
sebagai jaringan iransmisi nazional

Rencana Umum  Ketenagalistrikan  adalah reincans
pengem-bangan sistem penyedinnn tonage listrik ya
meliputi  bidang  pembangkitan, transailsl, dun.

distribui  tenaga listrik  yang diperfuknn  untuk...
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memenubi kebutihan tenaga fistrik i suty wilnyah,
antarwiluyah, stau sccara nasional

18.)1zin Usaha Penyediaan Tenoga Listrik adalali 1xin
eatick  mielnkukan wsaha penyedinan tenngn listik
unluk kepentingan umum,

19,/ 1zin Operasi aduluh izin  wnink mengoperasikan
nstais nenyodinng tenaua Hateih unluk kepentingin
sendiri.

20. Instalasi Temaga Listrik
elektromekanik, mesin, peralivmt,  snliran, dan
perlengkapaniya Y digunakoy ik
pemibangkitan, komversi, transunisi, distribugl, dan

.. pemun-aatan tenugs lisirik,

21, Usaha Penunjang Tenagn Listik idalal usaha yung
menunjang peayediaan teiga lisirik,

22, lzin Usaba Penunjang Tewngn Listrik  ndalah jzin
untuk melaksanakan sai niaw lebil kegiatan usaha
penunjang tenaga listrik,

23, Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di
bldany ketenagalisirikan,

24." Pemerintah adalah Pemerintah Pusar yang terdiri nias
Presiden dan pan Menter yani merupakan perangkal
Negara Kesatuai Republik fndonesis,

25, Pemerintal Daerah adalal Kupila Daeral beseria
perangkat Duerah Oteom yang lnin sebagai Dmlan
Eksckutif Dpusaly

26, Daddun Pengaway 1'osur Peniga Lisiik adalah badan

" Pemerintah yang memiliki kewerangan dan tanggung

Jawab dalani pengambilun keputusan yanyg indeperde)

untuk  melaksannkan pengaturn dan penjawigny

penyedizan tonagn lstrik,

27, Budan Usaha pdalah selinp Ladan hukum yang dapat

berbentuk Badan Usala Milik Negara, Dadan Usnliy

Milik Dacrah, koperasi auw swasta, yang didirikan

Sesuni denghn peraturi perundung-undangan yang

burlaku, menjulankan jonis sl bersifne tetup dan

tonin meneruy, bekerfu  din - berkedudukan dalum
wilnyah Megie Ketaluin Repulilik Indonesia,

Budan Usalin Milik Nejars adalul Badan Usaha yuny

olgl Pemerintsl diserahi uyns semate-matg uniuk

mefaksanakan usale Penyediann tepaga stk uniuk

Kepentingam winm,

29 Budan Usaba Milik Dacrah adalih Dadan Usalia ying
olelt Pemeriniah Daeraly diserahi tugns melnksarakan
usnla ketenagalistrikin

0. Kopernst adalah Badan Uil yang berangyotikon
auang secrang alauw badun Tk Koperasi dempm

. melundaskan  kegintanmya hordnsurkan — prinsip
kiperisl sekaligin sobagni gernkan ekoneinl rakyat
vl Leedusar wlis nsing kebersamaan yany Hinggkiip
usphanya di bidaoy ketengalistrikan.

1 Swaitn ndadah bodin Blm vy dldielknn dlan
Burdusarkan Jyskaing o] linlonesin yang bernsalu )
bl Kustammngyulbati il

= Pemunlant Tomgn Listrik adulpl settiiy peowluk i
alan s duli P s mengaunakio e
Hweik untok berfumgndng i peodvk atay alat ternetiil

b Gianti keruginn link s thindy neditul Pt by i
nifai tanah lerik bangunan,  tanamnn,  dundiing
Bandn-bendn luin Yoy leckait dengan gl siiligal
kbl pelepsman wian Iatyesnhun hak aias tannl

| Kompensas| adalaly pembiorig meftntlad vang kepada
pemeg.r et alns danal,  bangunan, tanamnn
diadiing Dk "tin vty ekl dengnn tunal L
dilakirknn pebepasnn wiag peayeiahan hak ains tang)),
bangunan, tunanmn, dudsia liendabenda fya yinjy

Sberknil dengnn tli

adalah bangunan  sipil,

-

53/
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panIr
ASAS DAN TUJUAN e

Pasal 2 E
Penyelengearsan usaha ketenagalistrikan menganut dsay =
manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasj_ -
ekonomis dalam pemanfaaisn sumber deya, berkelanjutan,
percaya dan mengandsikan pada kemampuan  sendifi,
keamanan dan keselamatan, serin kelestarian  fungsi
flingkungan hidup.

Pasgl 3 =
(1) Penyelengparsan usaha ketenngalisirikan  berigjuan
uniuk menjamin tersedianyn tenaga lstrik dalam
Jumlal cukup, kualitas yang baik, dan hargn yang
wejar  untuk  meningkatkan  kesofahtersan  dan
kemakmuran rakyst secars adil dun merata serta
mendarong | aingkatan kegiatan ckonomi yang
berkelanjutan. .
(2) Untuk mencapai wjuan scbagaimans dimaksud dalam .
ayat (1), ussha ketenagalistrikan mendorong Dadan
Usaha di dalam negeri menjedi lebih efisien dan
mandiri agar mampu berperan dan bersalng di dalam .
dan di luar negeri,

oanin
PEMANFAATAN SUMDBER ENERGI
UNTUK IPEMUOANGKITAN TENAGA LISTItIK
Pasal 4

(1} Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan scoptimal
mungkin sumber cnergi primer, bajk yang tak
terbarvkan  maupun  yang  ferbarukan dengan
memperhatikan  keekonomiannya yang terdapar di
wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi
untyk  pembangkitin tenaga  listrik  ditetapkan
Pemeriniah dengan metperhatiknn aspek keamanan,
keseimbangan, dan kelesturian fungnl  lingleungan
hidup.

(3) Guna menjamin Ketersediaan enurgl
pembangkitan  tenaga fligtrik, dipriaritaskan
pengpunaan  sumber  energ selempat  dengan
kewajiban mengutamakan penanfiim sumber eneryl
terbarukan,

primer um-nk !

BAD IV
RENCANA UMUM KETENAGA LISTRIKAN
Pasal 5
(1) Pemerintali  Dagesly menyusun
Ketenagalistrikan Daeral)
(2) Pemeriniah menetapkan
Ketenagalistrikan Nayional
(1) Balam menyusun Rencara Umuim Ketanngulistrikan
Nasianal scbapaimung dimaksudd dalam  gym {2
Pemerintab  wajib mempertimbungkan  Hescana
Ll Ketenugallstnikan Dacraly ian pendapal serty
marukan durf masyarakat, S
(1) Menteri menetapkan pedamay lentnng  penyusungn

Rencana U *

Rencana Winum

Heocana  Umum Ketenagalistriknn  achagnimana

dimaksuil dalam ayat (1] dun ayat (2) "
Masal &

(1) Pengelala Sistem Tenaga Listrik mambuni Wencana

Pengem-bangan  Sistem Tenage  Llstrik denjah
memperhatikan  Rencana  Umum Ketepagalistrikan
Nasional sebagaimana dimak sl dalum Pasal § ayar
(2)

(2) Prda  wilayah yang tidak mau  bolum dapat
menerapkan  kompelisi, Dadan Usahy yang mumilikl
wilayah usaha wajib membuat Rencuna Penyedizan
Tenaga  Listrik  berdusarkan Renciann — Umum

Ketenagalisteikan  Daeral schagnimana  dimnksud

Ea

e
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dalam Pasal 5§ ayar (1) dan Rencam Litnum
Ketenapalistrikan Nasional sebogaimann  dimusksud
dalum Pasal 5§ ayat (2),

Pasal 7
Pemeripial dan Pemerintah Dacrah menyediikan dana
pembangunan sarana penyediann fenuga listrik uniuk
membaniu kelompok — masyaraknl  tidak T,
pembangunan sarma penyediann temapgn istrik di daeral
yarg belum berkembung, pembangsiin teapa listrik of
deerali terpencil, dan pembanguman lisiel; perdesaan.

nan v -
USAHA KETENAGALISTIIKAN
Baginn Pevtwona
Akt Jenls Usalin
Mgl ¥

(1) Usaha ketenigatistiikan tendind dard Usalia Penyudiann

Tenaga Listrik dlan Usaba Pemnjung Tenogn Lisirik,
(2) Usaha  penyeilinad  temagn  listrik sebagnimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usala:

&, *Pembangkitan Tenaga Listrik:

"B Transmisi Tenaga Listrik:

¢ Distribusi Tenaga Listrik;

d. Penjualan Tenaga Lisirik;

e Agen Penjunlan Tesupn Listrik:

[ Pengelols Pasar Tenagn Listrik: dan

B Pengelaly Sistem Teoaga Listrik.
3 Usaha Penunjiong  Temaga  Lisirik sebugnimaa
dirmaksud dalim uyal (1) terdii atas Usalis Jaiin
Welwijang  Tennga Listek dan Industri Paminjany
Tenagn Listrik,
1) Usahu Jasn Pevunjung Tenags Listrik saluagaimu

dimaksud dalam aya (1) melipuii jenis usaha

8, konsultasi dalam bidany tenagn listrik:

b pembsngunan dan peegnigan nstalasi tenppn

oo Hisirlky

-

€. pengujlan instalasi tesag listrik:

g pengoperasian nsialiog Fervngan lisielk,

. pemelihurann Instilies] tenaga listil,

£ penelitian dan pengembnigan,

o pendidikan dun pelatilion, dun

W umnlia fosi lnln yung secarn Inoggsing Lok adjin

dungan penyedinan teaag listrik
Inclustel Penunfany T Listeik  webaguimana
immaksiel dubion aynt (1) selipni Jenis usiha
e Pelusted Pevalitmm Pisiga Listiik; dan
B Inedunied Pt Tenagn Lisik,

Dagelin Bl

" Tain Usalig Penyedimn Tenmnpn Listrik il

: Ledn Ehjprevan

. Pusal 9
Fegintin  Usali Ponyediang Tenaga  Listrtk
subigabmang dinaksd dalom Pusal # nyal {2) di
wiliyall  yiny gk kompeiy) tlaphal
itk wanakao sl Badan Eixal werelaly iendaprithim
Vb Usalin Penyedinan Tenagn Listeik sesual dengan
Fenis wnabingn dirt o Mengawon: Pashr Teruigi
Lisink
lein Uinaha Penyedini Ve Lintrik sebrgsidinmmn
ik dalwn mynt €13 dilioadakan alng
o et Db Pevitinanggh inn Feunga Listrik:
b o Usili Tranmiiad ety Listrik,
e bein Wlsaliin 130saeiliong Tepung Listrik,
B Usab Penjualin e |istrik;
g L Usaba Agger Pfenjualun Fieitiggn Listrik:
Lo Uil el ga Penaga Listeik: dan
e Leh Usaab Peagelotn Stem e stk
Lein Ulswhia Pusiyodingg Lenagar Ldsteik sebagatinmm
dunakmd datam aymr (2) sapat dikeliskan. scicli

I_’--l:'-_l L4 A g .ik..'lldi-l b sbudred e

memenuhi  persyaratan  teknis  dan  persyaratan
administratif scrta kelengknpan izin lainmya.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tala carg penmohonan
dan pemberian lzin Usaha Penyedingn Tenags Listrik

schagaimana dimaksud dalum syat (1) diatur dengan.

Keputusan Ketua
Lisjrik,

(5) Untuk Ussha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum.

diterhitkan 1zin Usaha Penyediaan Tenmapa Lisirik:
terlebih dehuly dikeluarkan izin prinsip kepadn Balan
Ussha yang telah memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis

(&) Apabils dalam batas  wakty yuny  ditetapkan,

pemegang izin prinsip mtau Fein Usaha Penyedisan

Tenaga Listrik tidak dapar inercalisaslbkan kegiatan

Badan Pengswaw [D'asar Tenaga - .

usalunya, izin prinsip atey [zin Usahe Penyediaan -

Tenaga Listrik dimaksud dinyatukan tidak berlsku
Img,

Pasal 10

Datam hal kompatisi tidak miau belum tlapai di:mphn,‘

lein Usaha Penycdiaan Tenaga Listrik dikcluarkan sconra

transparan dan akuntabel masing-masing oleh:

8. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga
listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak
terhubung dengan Jaringun Transmisi Nasional sesuai
dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Dacrah:

b Gubernur, untuk usaha penyedinan lenagn listrik lintas
kabupaien atsu kots, balk sarsnn maupun  encrg
listriknya, yang 1iduk terhubung dengan Jaringan
Transmisi Nasional sesusi dengan Mencana Unum
Ketenagalisiiikan Dacruly

€  Menteri, untuk usaha penyedisan tenaga listrik lintas
propinsl, baik sarana maupun eneryi listriknys, yang
tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nesional
atau usaha penyediaan tennga listrlk jang terhubung
dengan Jaringan Transmisi Nusional sesual dengan
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau

d. Menter, untuk ussha peayediann lenaga listrik yang
dilakukan oleh Dadan Usaha Milik Negara sesuni
dengan Rencana Unum Ketenagalistiikan Masional,

Pagnl 11
(1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingun sendicl
lwityn dapat dilakukan berdasarkan lzin Operasi
{2} Izin Operasi schagaimann dimuksui dalim ayat (1)
ilikeluar-kan masing-masing oleh:
& Dupati/Walikota, apabitn  Casitieas instalasinya
berada di delem daeral kabupaten/kain;

b:  Gubernur, apabila fagilitns instalusinya mencakup -

Hintas kabupaten/kola dalam gaju provinsi; atau
& Moenter, apabila Fasilitng instulnsiinyn mencakup
limtas proving

Fagnl 12

(1) Pemegang Lzin Opernsi dalam wilaynh yang 1elah
menerapkan  kompelisi  dapai mienjunl  kelehihan
tenaga linrik untuk  kepentingan  wmum setelah
nendapat tzin Usaha Penyedian Tenngn Listlk duri
Badan Pengawas Posar Tengu Lisirik

(2] Pemegang lzin Operasi dalam wiliyah yuny tidak waw
belum menerapkan kampetisi dapat minfunl kelelilian
tenaga listrik  untuk  kepeatingan umum  selclah
mendapat  persetujian oy pejalmt  sebagidinana
dimeksud dalam Pasal 10, '

Pagal 13
(1) Badan Pengawns Pasar Tennga Listeik, Pemerinigh,
ateu  Pemerintah  Daernh  wegyul denyan
kewenmiginnya Masing-masing dipat menynmpaikan
teguran tedulis, renanggulilan Kogintan,
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membekukan kegiatan, atau meweabut lzin Usalu

Penyediaan Tenaga Listrik sehagaimana  dimaksud

dglam Pasal 9 dan Pasal 10 atau lzin Operasl

sgbagaimana dimaksud dulam Pasal 11 berdasarkan:

a. pelanggaran terhadap salah s persyarsan yang
tercantum dalam jzin;

b, pengulangan pelanggaran atas poisyaraian jzin,
daifatay

€. lidak mesenli persyaistan yang  ditentukan

L Cherdasarkun Uidany-undnng i,

(2} Scbelum  melnksanekan pencabuotan  zin Usalu
Penyediaan  Tenuga  Listrik  atay  lzin Operasi
sebagaimana  dimaksud  dylum avat (1), Badun
Pengawas Pasar Tenagn Listrik, Pemerintuh, sl
Pemerintah  Daeral terfebib  daluly memberiban
“Kosempaten scloma Jangka wakiy tertenty kepula

“*Bedan Usahn unluk  memenuli perayaratin yaig
ditetupkan.

P'asal 14

Ketenman tebih njul mengenni lzin Usaha Penyeillinn

Tenuga Listrik selmgmimoin odingdesd dalam Pasal 9 dun

Pasal W0 seutn Lzin Openini sieligninang dimaksud Jilam

Pasab |1 dintur dengan Permiurnn Poineriniah,

Daghnn Wetipa
Usahn Pevyedbonm Venngn Lintrik di
Wilnyile Kouheilsl
Pasal 15

(1) Penetapan wiluyuh yang menerapkan kanipelisi
dilukuknn secara bertbap dun ditetupkan ey
Peritdenn amerintgl,

(2] Syarat-syurat uniuk pesctapan wilayah ying
mencrijkan kompetisi feangn ik sebagaimini
chinaksued datlwo aynl €1} el
Ao ookt harga jund tenaga Hagek

" keckenimlnmnyn,
b kewnpetisi pusokan G e,
‘€ telah dibentuk Hadan Pengawas Pagar Tennpu
Listrik;
d. kusiapan aturan Fienig ihpes bk dalam P
«kompetisi,
€ kewapan dinfastol, etk
pevamgkar linuk glsoon ternign listrik:
b Kondisi sistem ying menngkinhan
*dilakukannya kanpetise,
I kestarmnn Budan Ui yieng whe bt ko et ing
“lan
Lo aymrmbsynenl i yingg diteraplan  demgyn
IKeputusan Keti Bl Pengawas Pasar Tenayi
Lintrik

felal meneapn

kerak dun

ik

Misil Ih
Wl Punyeciin Tereghy Lisina sl ofimunk s

dutam Pusal ¥ wyse (2) dilikakan et terpivali ool
Lachart Vsl sty doerliased
Pasal |7

LV Usitha Pembangkitan Tennga
hiimbsod dalam Pousal o
berdusackan honipetisi

21 Badan Usab o Dickivugg pworbyiangeh st bermgun Dk o
st wilayah  kompetisi dilavang mengisal pasay
berdusarkan Undamg-undang ini

11 Latangan penguasaan Pasir wchagimans dinigksud
dalam ayat (2) meliput) segaln lindakan yany dapui
mengakibatkan tedadingn ki manopali  dan
persaingan usaha yang tiduk sehut antara lain meliputi:

4. menguasai kepemilikan,

Lserih seliingnimimg
HY W2 Baival” g bk ki)

(5)

()

1)

(3

4]

(]

'

(n

(2

St

(1)

L

(o

(1)

th

)

(3)

(4
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b. menguasal schagian besar kapasitas terpasang

pembangkitan tenaga listrik dalam saty wilayah*

kompetizi: -

€. menguasaj sebagian besar kapasitas
pembangkitan tenaga listrik pada posis: beban
puncalk;

d. menciptakan hambatan masuk pasar bapi Badan
Usaha lainnya; -

¢. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka
mempengaruhl pasar; i &

£ melakukan prakeik diskriminasi;

4. melgkukan  jusl - g dengnn | “maksud
menyingkirkan usaha pesaingnyc; A

h. melakukan kecurangin usiha; dan/atan _—

i, melakukan persekangkolan dengnn plhik (ain, ' s

Ketentuan lebih lanjut mengenai Inrangun penpuasazn

pasar sebagaimana dimaksud dalam syat (3) distur

dengan Peraturan Pemeriniah, T

Pasal IR

Usahe  Transmisi Tenagn  Listrik

dimaksud dalam Pasal

dikompetisikan.

Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung

dengan Jaringan Transmisi Nasioral bersifat terbuka

dan memberikan perlakuan setara terhadap Ulsaha

Pembangkitan Tenaga Lisirik.

Usaha Transrisi Tznags Listrik dilaksanakan dengan

memberi-kan  kesempatan perfama  kepauda Badan

Usaha Milik Negara.

Badan Usaha  Trunsmis) Tenaga  Listrik  wajib

memenuhi kebutubean jaringan bani sesusi dengan

rencana pengembungan sistem tenags lintrik.

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listk menctapkan

wilayah usaha bagi Dadnn lsalu Treansmisi Tenagia

Listrik

schayaimana
§ ayat (2) hwrul b tidak

'asal 19
Usaha  Distribusi Tenay
dimaksud dalam Pasal
likompetisikan,
Usaha Distribusi Tenaga Listrik bersifut terbuka dan
memberikan perlakuan sctara kepada Usala Penjialan
Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tennga Listrik |
Usaha Distnbusi Tenaga Listrik diluksunakan tengan
memberi-kan  kesermpaian pertamn hepadn Daddn
Lsishi Milik Neyara,
Badan  Usaha  Distribusgi Teonga  Listedk  wajib
memenuhi kebuihan jaringan buny sosund denyan
Fencana pengembangan sisten tormgn Hoirlk
Badan Penpawas Masar Tenagn Listril menviajikan
wilayal usalia Badin Uephy Eatrilesl Veangn Lisirin,

Lintrik
B ayai (2)

schagninana
hamf ¢ tidak

Vusal 2u
Usaha  Penjualan Tenaga  Listrik  sebagaiimang
trmakgud dalam Pasal g ayat (2) ol o melnkokan
ledgaslan tenngns  fineik kepadn  Rowainmo yang
tersambing pada Jaringan togangan rendal dolam
wilayah usiha tenenty
Wilayah usaba wniuk Usalia
Listrik  sebagni-mana  dimaksud
ditetapkan aleh Dadan
Listiik.
Usaha Penjualan Tenaga Listik dupat membell rensga
listrik dari pasar tenaga lisirik danfateu wecara bilatcral
dari pembangkit lain,
Ketentuan lebil lanjin mengenai pemibefian tennga
listrik sebagaimana dimaksud datan nyat (1) diatur
dengan Keputusan Kelus Dadan lengawas Pusar -
Tenaga Listrik, iR

Memjulan Tennga,
dalum ayat (1)
Peiynwas  Masar Tenaga

) |

e e p

e e e Y AP I sy
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Vil 2| (2} Pengefola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bu'manla_._” 1

(1) Agen Pesjunlun Tunngn Lisnik sebagaiman dink- oleh Badan Usahy vang berfmngnksl dulum pasar ;
s alam Pasal B jya () huraf ¢ melakikan teaaga listril, !t :
“pelaynnan penjualan lenange listrik kepada konsumon (3) Ketenuan  lebil lamput  mengenal ;pmﬂhiuxgaﬂn_:_ A
yang tersambuey pada tegnigun tinggi dan tegangan schagaimana dimaksud dalam aynol (2) dintur denpan i
mengngah, Keputusan Ketua Padan Penyewas Poasar Tenaga E

{E}TDcngrm seizin Badnn Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Listrik, E
Agen  Penjunlan Tenngn ©Lisirik dapal melakuknn i
pejunlan  tenaga stk kepuda  konrsumen yang Pasal 25 :
tedsambung pula legangan rendal, (1) Pengeloly Sisiem Tennga Listrle berllingsi menyelola .

(1) Penjunlan tenngn listrik unigk bimsumen oleh Agen eperasi sistem tenaga listrik untyk mnperaleh sistem '
Penjunlan  Tenngn  Lisirik sebagnimana  dinak sy yang andal, aman, dan Imrmynr sesupi dengan wuran

" ilalam ayar (1Y iyal (2) dilukukan berdasurkan Jaringan transmisi tenaya listrik ying I:erlaku.. i
komputiy, . (2) Ketenluan mengenai murun juringgan trungmisi tenaga o

(4} Agen Penjualun Teangn Listrik mienibeli tecagn lisirik listrik  sebagaimana  dimaksud  dalam wyut (1) :
dart pasar tenngn listrik dun/utig secary bilateral duri ditetapkan dengan Keputusen Kelua Hoden Pengamwas 1
pembasgkil tenagn lstrb o Fasar Tenaga Lisirik, £13 Wy

(3) Pengelala Sistem Tenaga Listrik beruyas: f

N I"asal 22 a.  membuat relicana pengenibangan slstem tenaga

(1) “Pengelola  Pasar  “Tenmga  Lissik sehugaimann listrik; i
dimaksud dalam Pasal § ayat 4 2] burul Fdilsk samgkoan b.  menjaga tingkat keamanan, muiy, dan keandalzn |, i
aleh Dadan Usiha yang okuntabicl dan tdak berpilink sistem tenapa Nzirik sesual dengun standar yang :
dalam  memberikan  pelayanui pengetofann  pasar berlaku; ;
tenaga listrik kepoda Dadan Usil yang inelakukon €. membuat prakicann  boban  dan rencana .
transaksl melalil faringan trunsnis lenagy listrik., pembebanan  pembangkic temagn  listrik H

(2) Pengelols Pasir Tenaga Uitk dibinyni bersuma plel berdasarkan informasi Pengelols Paser Tenaga :

* = Badan Usaby yang berimnsaksi dalam pasar tenmgn Listrik;

= limrik, d. mengkoordingsikan  rencana pemelilinraan

{3} Ketentan  lebil binjut mcngenal Penibinyaun pembangkit diun jaringantrnmrninrtcn.lgalis!rik; ¢
schagaimana dimaksud dalin uyat (2) diatur denpan . memberikan perintah operayl kepuda pembangkit
Kepulusan Ketua Badin Pengawas Pasar Tenngn dun transmisi tenaga lisirik; jish
Listrik, f.  memberikan informasi kepada Pengelola Pasar !

Tenoyga Listrik untuk penyclesaiin transnksi jual
Pasal 23 beli tenaga listrik;

(1 Pengelols Pasar T enaga  Lisilk berfungsi uaniuk 8 menjamin pasckan tenaga lisirik: dun P
mempertemukin penawarnn dan perinintaan tenaga h.  melakukan tugas lain yong berkaitan dengan i
listrik sesuai dengan wturmn pusar yang mendorany Penyelolaan sistem tenaga listik Yang diln!:rgi:_nn
efisiensi, keckonomian sery klim kompetisi yang dengan Keputusan Ketua Dadun Pengaway Pasar
sehal. Tenuga Lisirik. i

(2) Ketentuan mengensi  ataran pasar  sebapgaimangy
dimaksud dalum Ayal (1) diatur dengan Kipulusin Pasnl 26
Ketun Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan iduk Kepemilikan Badan Usilia Pengeloln Pusur Tenuga 1istrk
bertentangan demgan perimnimn perwdiag-undnigin dan Badan  Usaha Pengelola  Sistein Tenngn  Lisirik
Famg Perlaki sebagaimana dimaksud dalan Pasal & ayat (2) digtr

(3] Pengelola Pasar Tennga Listik Prertipas | dengan Keputusan Ketua Dadan Penjguwns Pasar Tenaga
i melakukan keondiusi dengun. Pengelaly Sistem Lisirik,

Tenaga Listrik dalam Penynliran tenaga fistrik: '
b mengesakan harua pasar tenagas  listrik  dan Pasal 27
' besarnyu tenaga listrik yany disalurkan; Morsyaratan diin fatp Cara pengadann dun pengangkaian
€ memberikan  jnformgs hasil transaksi kepada repawai Penpgeloly Pagar Temaga Listrik din Penpelola
samua pelaku wansaksi pasar tenaga listrik; Sisten Tenaga Listrik ditetnpkan dengan Kepulusan Ketua
d. menyelesaikpn semny transaksi pasar lennga Nadan Pengawas Pasar Tenaga Listrik,
listrik: 2
¢ menyelesaikan  perselisilian amarpelaku  pusar Pagal 24
ying timsbal didam proses 1 ansaksi tennga fistrik; (1) Dalam ha! keginian Usaha Traismisi Tenaya Listrik
£ nembunt dapocan transaksi duri penjual oy sebagainana dimaksud dalnm Pyaal & aynl (2) lnraf b,
pembeli kepada Dadyn PPengawas Fasar Tenogi Pengeloln Pagyr Tenawn  Listrik sebagnimana
Listrik; dun dimaksud dalam Pusnl ayil {2) hural [ dun
g miclakukan togss fain yang - berkaitan dengan Pengelala  Sisiem Temags  Listrik sebagaimana
pengelelan pasar tenaua lisirik yang ditentukan dimahs.? J'oq Pagal § ayat (2) huruf g belwn siap
oleh Badan Pengawas Fagur Tenagn Listrik. untuk dipisania., ketiga kegistan usuhy tersebut dapat
dilakukan secara bersama dulam sty Bedan Usaha
Pisal 24 dengan  fungsi  dan Peratt  yany terpisah  dan
(1) Pengelola  Sistom Temmpn  Listril: sebagainug dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negnra,
dimuksud dalam Pysal ¥ vl () bl g difaksaniban (2) Dalam hal kegiatan Usaly Pengelala Pasar Tenaga ™
_oleh adan Ui yanp, akuntabsel dan tidak berpilnk Listrik sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 8 ayut (2)
dalant memberibin pelayiag opernsi sisten IR huruf [ dan Pengelala  Sisten Tenaga  Listrik
lesteik kepadi Do Uil yong tnclakukan tany ks sebavaimana dinie isud didyn, Pusal # nynt (2) hueuf g
meldai jaringnn teansinisi tenapa lisirik, belum siap untuk dipisabkan, keduy kegiatan usaha
L T e s

tersebul daomnt dilikilian enexie b
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Dudun Usaha dengnn fangsi dun Pernn yang teepisil
din dilnksannkan aleh Qadun Usiha Milik Negar

(1) Ketentunn mengenal pemgnlungan dun pemisalinn
sebagnimana dinksud dalim ayn (1) dan sy (23
diate dengan Keputusan  Kefua Badan Penguivas
Pagar Tenaga Listrik,

MR Masal 20

(1) Pemegang Lein Lisali Penyedivan Tenaga  Lisiik
dilarang melakukin Prengpnbrgin usaha dulast st
jorisgan  terinterkoncksi  pada wilayal  yang
dikompetisikan yang duapai mengakibutkan terjadinga
PERpLAsIIn. pasar dan persaingan usaba yung tidak
schat,

(2) Penggubungan wsslu dadem  suaig wiloyah  yaog
dikompetisi-kan  yagg mendorong efisions, lelapi
Hdak  menggangsy  kom-petisi, dupoi difakukan
dengan perselujuan Dadun Pengnwas P'asir Tenaga
Lisirik,

Laghin Keempai
Usaha Penyedinan Tenapa Listril i Wilaynh yung
_, Tiddale atan Delwm Meneeaplan Kompetlsi
h Masal 30
{1 D wiliyah yang tidak awmu Selam dapat menerapkan
kompetisi karena kondisi terfentu, usaha penyedizan
tenaga fistrik sebagaimau dimiksud dalam Pasal &
ayat (2) dapat dilakukan seear ‘erinlegrasi
(). Kepiatan usaha penyedian teanga listrik sibagalmaia
dimaksud dafam ayat (1) dilikokan olel Badan Usil
" Mitik Negaea, Dadun Usshy Mifik Daceal, koperns,
Fwasta, utau swadiyn masyarakin vang ditetapkan ol
Panieringuh
(3) Dengan peetbinilusiigy inogembangan s
ketunagalisteiknn yang Jubil ulisien, kegintan jisabia
Peyeidinan S Huok sebugiman diniakgued
dalim ayot (1) diaksanghoan ibengan membernikon
" kesempatan pertam Kepads Badan Usaha Milik
T TMegan
¢4) Badan Usaha Milik Nega, ladan Usaha Milik
Bacral, koperasi, swasi, ati swadaya masyarakat
sebagaimena  dimeksud  dalim myal  (2)  wajlb
memenuhi kebutihan tenaga listik di dalam wilayiih
Lsalianya
51Dl hal Baclan Wil Mt Megara, Dadan Usala
Milik  Dacrab,  koperasd, Rwista,  atau swadiyn
manyarakat sebugaioum dimaksd  dalim ayal {4)
tidik ilapat menenbi Kelsirili lenagn lstrk, makn
Pemerinah Dactal wian Pemeriniah berkewijilin
ey,

Hagian Welinin
Elsatun Peninjang Tenagn Listrik
Mfasal 1

1) Keynitan  Usiahy LRTTRT Temiga  Lisnik
seliligmana dimaksud didii sl § 4 yar (3] dagint
dilabsaiakan ol Thdan Uxaliy wetelale mendaputhin

e Usidu Perinmjang Tiewmgn Listik dari Pesigt intuh

Dinerily

=] Ketentunn menein Usaba Posvijang Tenigi | bl
selaitggist i alvmmbosud el Vasil B wyat (1) dan
kutgntunn memgennl Tain @il Penumjang T
Lastrib i bbbty b dungan  Peraturan
Prenet bnfah

3 Uik Jenis Junie | b Pemang Tenngh Lk
sebagnioinng ksl dilwnn Pasal B ayar (1) Vi
berkaitan duigan jusn kinistiiksi diatur tersendiri
il Ceinehinengg-vnnelig ol Idiliningy, frsn Resontruibsi

LAl § Ol I teminpation e

BALL V]
HAK DAN KEWAJIDAN PEMEGANG 1ZIN
USAIIA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK .
DAN IKONSUMEN TENAGA LISTRIK
Bagian Pertamu

Hak dan Kewsjiban Pemegnngg =

lzin Usatia Penyedinan Tenuga Livirik
Pasal 32
(1) Untuk kepentingan umum, pemegang laln Usaha
Penyedisan Tenags Listrik dalam muluksanakan usaha
penyedinan tenagn listrik sebagaim unn dlmaksl
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o, huol 1, dan hurl e
diberi kewenangnn uniuk : ,
3. melintas wngai atou dunwy baik df atas © 2
maupun di bawah permukann; e
b, melintas laut baik di atas s ipun di Dawal;
permukaan, dan :
¢ melintas jalan unwam dun jalan kereta api
{1} Sepanjang tidak bertentangan dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yany
berlaku, untuk kepen-tingan umum pemegang Lin
Usaha Penyediaan Tenaga Listeik jugn diberi
keowenangan untuk : e
R masuk ke tempat urmam ploy perorangin dan
menggunakan-nya antuk semeniara woktu,
b menggunakan tanah, welintex di atus atuy i
bawal tanah, x

¢ melintas di atas ptou di bawah bangunan , - -

yang dibangun di atas atau i buwah tanah;
dan
d memotong din'atay menebang tamaman
yang menghalungi-nya, .
{3) Dalam melaksanakun keygiatun sebayainung dimmksd
dlalam ayat (2), pemegang Jzin Usaha Penyediaan
Tenaga Lisieik harus mendapat perselujuan terlebih
tahalu dari pihak yung berbak atis Lanaly, bangunan,
daiviiae tanaiman,

Pagal 33

Pemegany lzin Usaha Peayediaan Tenaya Listrik wajib -

3. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar
mutu dan keandalan yang berlaky:

b memberikan pelayanan yang sebaik-balknya kepada
masyarakal dan memperhatikan hak-hak konsumen
sesuai perafuran perundang-undangun yang berlaku di
bidang pertindungan konsumen: dan

€. memperhatikan keselanmatan keienagalistrikin.

Raginn Kedlun
Hakedan Kowpjiban, Konsumen Tenaga Lisieil *
“Pawat 34™
(1) Kensumen lenaga listrk mempenyni hak wntik:

& mendapat pelayanan yaig baik:

b, mendapat tenaga listrik sccarg lerus meneris
dengan mulu dan keandalan yoiy baik,

€ meiperaleh tenaga listrik denggn hiegn yang
wajar,

d. meodapint pelayanan wigk perbuikin apabila ada * *
BiEngRuan tenagn bsirik, dan -

& mendapat gant) ruyl apabila eaili pemadaman
yang diskibatkan * >t van dendutag kelaluian
Iengaperasian olel peciegnng  lain  Usaha
Penyediaan Tenugn Listrik sesini - syarai-syarat
ir“u diatur  dalam pesjanjinn Junl bell tenaga
intrik

(2) Kansuren tenaga lisirik mempunyal kewajiban
& melsksanakan pengamanun terhadap bahaye yany
mungkin timbul akibsat penanfininn tennga listiik; .
b, menjaga keamanan instalysi ketenagalistrikan,
e memanfaatkan tenaga listrik sesuaf dengan
peruntukannya; dan

"

&

o ——y—
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d. menibayar uang linggais stog bhargn renaga listeik
sesuad ketentian stau pedanjiin
() Konsumen temuga luirik Bernngiung Jiwab apabilt
karena kelalaininyn  micngkibathun kerugian  pail
pemeyang Lzin Usalu Penyediaon ''enaga Llstrik,
(4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persynralan
teknis di bidang ketenagalistrikin,
. BAL VII
PENGGUNAAN TANAI OLED FMEMEGANG
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
I Masal 45
(1) Untuk kepentingan umum, pihak yunyg berhak atas
tanah, bangunan, dun taman mengizinkan pemegung
frin; Usaha Penyedinan Tenaga Lisirik rieluksanakan
kewenangsinya sebugainana dimaksud dalam Pasul
32 ayat (2), dengan mendapatkan gant kerugian hak
atas tanah atou kompensasi,
(2} Ganti kerugian hak atas tanah scbugaimany dimaksud
dalam ayet (1) ndalah untuk tanl; yang dipergunakan
i langsung  aleh pemeging  lzin - Usaha
Penyedinan Tenagn Listeik, dan uniuk bangunan dan
tanaman di atas tanah dieiksud,
(¥) Kompensasi sebagnimana dimaksud dalam nyat (1)
diberikan sebagai akibat ifari herkurangnya  nilai
ekenomis atas tanuh, banguman dan tanaman yang
dilintasi transmisi tenagn listiik.
Ketentugn  lebih  lanjul  mengooai perhitungan
kompensasi sebaguimmin dimaksid dalam ayal (1)
dimtur slengan Pernivn Pemerintali
Apabili tanal yirg digannkan Peniegang tzin Usslm
Penyediann Tenngn Lisirik terdapat bigian-baghin
b yung dikuasal alel pemegang Tuk was
Atau pemakai  tawah oegarn,  sebelum memulyi
kewintan, pemegany Iein Usaha I'enyediaan Tenaya
Listrik wajib menyelesnikun wasilah tanah terselul
SESUR peraluran perundang-undangan o bidang
Pertanahan
1) Dalam hal tanaly yang digunakin pemegang [zin
Usaha Penyedinan Tonga Lisiiik terdapat  tamah
ulayal dan yang scupa dad masvarakal hukum adpt
sepanjung kenyntiannyn masih aile, penyelesalannya
dilakukan olelt pemegsig femn Usaln Penyedionn
Tenay Listeik dengin Masyarakat hukum adat yaigy
bersangkutan sesuai peraturin perundwnji-undangan Ji
bidany pertanulinn dengun memperhatikan keteniunn
hebeum adar setermpal

e
—

b

—

I'exal 16

wajiban uniuk member Bl keragian hak alas taml
u kampensas! sebagaimana dimakd dalom Pasal 18
it (1) tidek Dberlnky bt ltiveleip omer ko YOlE  senginn
nddicikan hangunan, (engim Lstaivini tlan ladnefain ofi
%otnnah yang sudih memiliki sin Wkash ik sl
wyodinan tenagin listrik dan sudih dibserikun gl gy
ki sl

usal L3
J"l..'lll.'lal|l|l|l. bt i, b prenidbuaymon paats kg
lak iy ol g konnpensanl  sebagninugng

alimiksod il iemal 1% ilihikaikan sesuni ilenpun
ketentunn RS |-|.'|||n|||1|L|{-I.|||4J|HIH,|IH yung
berlaku

Ciantl keruginn ik atag iy e keompensasi
webagaimann dinikesud aba asal 35 dibebunkan
httpracta pemeging  Lein Ligaly Penyediang e
Listrik

JUSTLUTY

L L o WO |
AR VI
HARCGA JUAL TENAGA LISTIUIC
Pasal 38

. Marga Jual Tenaga Listrik di sisi pembungkit tenugn

listrik dan harga jual tenaga listrik uniuk kousumen °,
legangan tingel dan konsumen tegingan menengah '

didasarkan pada kompetisi yang wifur ian schat seqas - =+

diawasi olch Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

b. Harga jual tenaga listrik uniuk konsumen tegangan

rendah diatur oleh Badan Pengawns Pesar Tenaga
Liserik.

¢ Dalam  hal kompetisi  baru diterapkan  pada
pembangkit, harga jual tenuga lstiik untuk kansumen
diatur oleh Badan Pengawas Pasar Teraps Listrik.

Pasal 39

(1) Penetapan bisya penyediaan fasilitay uniuk menjaga
moty dan keandalan venaga listrik dilakukan Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan kosntrak

antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan Badan

Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badun Usaha
Transmisi Tenaga Listrik,
(2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya

sebagaimana dim ssud dalam ayat (1) kepads Bedan

Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha
Transmisi Tenapa Listrik yang beraingkutan melalui
Pengelola Sistem Tenagn Listrik.
Ketentuan lebih lanjut mengenni mekanisme dan besar
pembayaran sebagaimuna dimaksud dalam syat (1)
dan nyat (2) distur dengun Perituran Pemerinigh.

Pasal 40
Penclapan harpa sewa Jaringan transimisi don lirgn aewa
Juringan distibusi tenaga listrik diliskukan uleh Dadin
Pengawas Paser Tenaga Listrik,

{2

T

A Pasal 4|
Dalam hal kempetisi tidsk atau belum dapat diterapkan
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 30 ayat (1), harga jual
tenaga listrik untuk konsumen diatur alch Pemerinteh atay
Memerintah Dacrah -
Pasal 42 :
Haryn Jual Tenagn Lisirik scbagaimanu dimaksud dolun
Pasal 38 dan Pasal A1, biayn penyedinan fusilitas
sebagaimana dimaksud dalam 1'apal 39, dan hargs sewa
jaringan transinisi dan hargn sewa jaringun distribusi
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Masal 40
dittyatakan dalam marta uang Rupial

Pasal 43
Dalam mengatur harga ial tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pagal 18 ayel (2} dan wyat (1) serta Pasal
41, Pemerintal, Pemeriniah Dacruh ctan Duidun Pengawas
Pasar Tenaga Listrik wajit menperthalikan hal-hal sehaga
bertku
b Kepentingan nagional,
I kepentingan konsumen;
a kaidalknldal inthotel dun ey salhat,
b haya produksi;
i elislens pengusahaan, =
f- kelangkaan den  sifar-sifat khsus  sumber  enery
priver yang d' . ckan:
B skala pengusahaan dan inierkoncksi  sistem yany
dipakai;
Il biaya pelestarian fungsi lingkungan fidup,
i kemampuan masyarakat; dan
I mutu dan keandalan peayedinan tennpun liserik,

Pagal 44
Ketentuan mengenai harga jual tenagn listrik sebatainmans

NI = a

L3
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sebagaimuna dimaksud dutun Pasal 40 diatar [cbil lunjint
dengan Perwturan Pomerintal,

Pusal 45
Ketentuan mengenai jual beli tenapn listrik antirnegara
diatur lebih lanjut dengan Permturan Pemerintal;,

BALL IX
PENERIMAAN NEGARA
Tl Pusnl <1

(1) Penerimasn negara di sekior ketemagalistrikan herasl
dari penerimunn perpijakan dan Pencriniaan MNoparn
Bukan Pejak

() Penctimagan  Negnrn  Uakin Pajak sebagnimuna
dimaksud dalium uyal (1) berpia punguton  sarmon
trinsmisi dan pungyilan s distibusi teaaga lisirik.,

(3) Pungutan sebagaimanag  dimoksud  dalam avat (2)
digunakan untuk pengemibingi Joringan transmisi
dust distribusi tennga listrik 1fi wiliyah yang belum
berkembang,

(4) Taia  earn,  penciapan besiran,  pongonimi,
pemungutan, dan pemgionian Penerimoan Negara
Bukan Pujak sebagainuna dimsksud dalan ayar (2)
dan ayat (3) diotur lebil lanjin dengan Peraturun
Pemerintah,

LAl X
LINGKUNGAN HIDUPF DAN
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
Posal 47

Setig keglatan usabm ketenagilistrikan wajil - memenuli

ketentunn yang disyaratkan dalain perturn perundag-

indungan di bidang linggkunigan Lidup

Nsal sy
1) Seliap kegiatan  usiha  Ketenagalistrikan wijib
memenuli  ketentuan engunai  keselpmadn

ketenagalistrikan

2] Ketontusn mengenst kesehmitan kettonagnlisrikiy

sobagiinian dimuksad  dalnn ayit (1) melipuli

" shindurdisas, Pengimaean instilasi tenaga Nstrile dan
pengamanan  pemunfial  ennga listik winik
mewnjudkan kandist mdal dan wman bagi instilasi
dun kondisi wman darl bulinya bagl manusio serta
kondisi akrab lingkungsn.

1) Setlap instalasi tennga lisirik yang akan beroperasi
wajib memiliki sertifikar ik operasi

Y) Setinp pemanfamt  fenaga  listrik yang  akan
diperjuatbelikan wajib memiliki ands keselamatan.

) Sctiap tenagn tokoik dalam usaha ketenagalisteik i
witjili memiliki sertifikat kampetensi,

) Ketentuan mengenal kesdlumalan ketenagalisieibun,
sertifiker ik wporasi,  tandy keselamatan, oin
setifiknt komperensi schagaimana dimaksud dalam
nyat (2), ayat (3), oyat (43, dan ayat (%) diatur dengan
Peraturan Peseringaly

BATT X1
PEMANFAATAN JAIRINGAN TENAGA LISTIIK
UNTHR KEPENTINGAN LAIM

M aw

) Juringnn bertagu Hiseik anpae dinsantasiban wok
kepeni ngan di Jone penyilurim totiign lairik

I Pemidiatan  faringin bumapn  listeik selagainmm
dimabsud daliun ayur (1) bana dapan dilikukan
dengpn ain penitih joringan

boRetentuinn mangeind ol sehogaimana dinuoyd
atlin wyat G2 i bl bl oleli Manter

HLRLERE B R L e e

BAan xi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50
(1) Pemerintuh, Pemerintah Dacrah dun Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik mefakukan pemblnann dan
pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan
sesuai dengan kewenangannya musing-masing. =

(2) Pembinaan dan pengawnsan wmum  sebagalmana

dirmaksud dalam ayat (1) terutanu miliputi:
a. keselamatan pada keseluruhan ulstem penyadiaan
tenaga listrik;
b, pengembangan usalm;
© optimasi pemanfaatan sumber energl setumpal,
termusuk pemunfaatan erieryl terbarukan,
d. aspek lindungan lingkungan;

€. pemanfaatan proses leknologi yaiyg bersily, '““".'J.‘ﬁ Ch
pads  _

lingkunsan  dan  Lerelisigmml
pembangkitan tenega listrik,
[ pemanfaatan barang dan Jusa dalam  negeri,
termasuk rekayasa din kompetens| tenagn teknik:
g keandalan don kecukupan penyedisan lenegs

tingui

listrik: dan
tercapainyz  standardisasl  dulam  bidang X
ketenaszlisirikan.

(?) Tata cara pembinean dan pengiwasan  umum
sebagaimana dimaksud dalam oyel (1) dan myat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintih

BAD X111 ‘
BADAN PENGAYWAS PASAR TENAGA LISTRIK
Pasal 51
(1) Unuk mengar dan mengawasi terselenygnrmnya
kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk saiy
badan yang discbut Dadan Pengawas Pasar Tenaga |
Listrik
() Badan Pengawas Pasar Tonaga Lisirik sebagnimana
dimaksad dalam aymr (1) berfurgsl mengatur dan
niengawasi usaha penyediaan renagn listrik di wilayah
yang telal menerapkin kompelisi,

asal 52
Untuk inelaksanakan fungsi sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 31, Badan Pengawas Pasar Tenugn Lisirik bertugas
diin berwenany ;

& menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum
Pemerintah dalam pengaturan uiaha penyedisan
tenags Hatrik;

b, mencegah persaingan usaha tidik sehat;

¢ menyatur harga jual temaga listrik pada Usaha
Penjualan Tenaga Lisirik scbagaimana dimaksud
dalain Pasal 38 ayat (2), biaya penyedinan
fosilitas wnuk menjuga muty dan keandalan
sistem tenaga listrik  schagaiman  dimaksud
dalan Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan
harga sewa distribusi tenaga listrik scbagai-mana
dimaksud dalam Pasal 40, '

d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan
mengenal  purgutan  sarana  transmisi  dan
punguian - sacana - distribusi  onags  listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) -

dan ayat (1), )

o mengawasi hargs jual tenaga lintsik pada sigl yang
dikompetisic a. & fda Unahi Pembangkitan dan
Agert Peajunlan Temaga  Listrik sehignimana
dimaksud dulum Pasal 18 ayal { 1),

£ mengatur dan mengawasi Usalig Pengelola Pasar
Tenaga Lisirik dan  (sahn Mengelole  Sistem
Tenuga  Listrik:

E- meactapkan wilayah Usalia  Distribusi Tmlg.; :

Listrik dan Usaha Penjualan Tenugn Listrik,

2+

——
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by menerbitknn (i Usaba  PPenyedinan Tenags
Lisirk untuk setiop jenis Usaha Penyedinun
Tenage Lisink schapnimana dimaksud  dalam
Pisa! 8 aynl (2);

i, menastikan balwa  kelentuan  peraiurm
perumdang-undanpan dan ketentuan Len dipatuhi
olelt pemegang Lein Usoho Penyediann Tenuga

Listrik;

Jo melakukan dengar pendapal deogan puabilik dan
menclapkun  atorn  penaoganin penpadusn
konsumen.

k. memfasilitast  penyelessian  perselisiban yung

" timbul dalam kompetisi dan peloyanan,

L mencrapkan  sanksi  ddministrail kzpadis

pemegang lzin Usaha Penyediann Tenaga Listrik

atns pelanggarun hetentuan peraluean perundang-

undungan dun perizinmn; dun

m. menjamin pasokin tenuga lisiik,
P'asal 53

niuk wilayah yang tidak atau befurn dapat menerapkan
smpeldisi, Rungsi  pengnturan  sehagaimann  dimaksud
alim Posal 51 dileksanskan  oleh  Pemerimtah atou
cmerintnl Deeral sesuni Kewenangainys,

Pasnl 54
adan Pengawss Pasar Teongs Lisuik  mengambil
cputusan secara akuntabel dan tidak memihak seria
enjelaskan secarn transparan segala pertimbangan dalum
sngambilan kepulusannya,

Pasal 5%

) Badan Mengowas Pasar Tennga Visieik bertangging
Jnwend kepada residen.

Y Adpggeta Badan Pengawas Pagar Tenaga Listrik pallng

sedikit lerdiel mlin 8 () orang dan paling banyik

terchini nias | ) (sebelas) ormg.

Ketun dipilih dari diun olel anggoin Badan Pengnwas

Pasair  Tennga  Lisirik, yang mserangknp  sebajyni

CRTIIES

Angpotn Badan  Pengawas  Pasar Temagn Liserik

dimngkat olel Presiden wtas  persetujuan  Dewan

Perweankilan Rakyal Repubilik hidooesia,

3 Masa jubatan anggots Bodan Pengawas Pasie Tenuga
Listrik adalah 5 (lima) tahun don dapat disngkl
kemboll  maksimal 1 (satu) kali mnsa  jabatan
berikitiiya.

) Apabila Kaeenn berakhienya masa jabatan akan terad)
kekosangnn  dalam keanggotvan  Badan  Panguwis
Pashr Tenngn Listrik, moka mase jabaten anggots

dapal diperpanjing  sanpni  pengangkatan  anggotn
Larue

—

[

P'anal 56
cteruan lebih lanjue peagennd onrnlsas, tats kerjn,
Alan . ugns,  Reanggotnn,  kode ol den sistem
npgayian Hadan Pengiowas Masar Teaaga Linrik digi
nuan Pevnarnn Peerinah

4 asal &¥
i itk pelaksminn ugios Boadan Peogaway Vi)
g Liseere diperalel dar
A Pendwpaton o Beligs Negara, dan
stammberatbor Takn yeg diperholehkon sesual
prernfurnn peciidanijguiign yang berlaky.

HWALE XV
PENYIDIKAN
Ifiusal 58
) Selain . Penyhlik Tejabar Polisi Negara Rapulilik
Fnddonesia, juga Peabal Pegavn Negen Sipil ey

P S
Iuly Ulliv

ersitas Jember

O A P oy e S e P

yang lingkup tugas dan tungeong jawalnys di hidaog
ketcnagalistrikan, diberi wewenang bluosus  schogai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Uidirg-

ondang Hukum Acwrn Piduna, wnluk mclakukan

penyidikan tindak pidana di bideny kutenagallsirikun
{2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil schagalmana dinmaksud
dalam ayat (1) berwenany:
a. melakukan - uneriksaan nias kebenaran liporar

atau keterangan berkenaan dengan (Indok pidana .

dalam kegiatan usaha ketenagnlistrikan;

b. melekukan pemeriksaan terhidap orong  stau
[ladan Usaha yang diduga melokukan tindsk
pidana dalam kepivian usaha ketoongalisirikan,

¢. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
schapai saksi atau tersangkn dalam perkars tindak
pidana dalam kegintan usaha keluiagalistrikan,

d. mengueledah tempat yung diduga digunakan
untuk melaku-kan tindak pidana dalam kcgmlir,:
usitha ketenagalistrikan;

c. melokukan pemeriksnan saronn dan prassranacs -

kegiatan usaha
menghentikan penggunaan peralinian yang diduga
digunakan untuk melakukan tindik pidana;

f. menyegel denfatau menyita alef kegiatan ussha
ketenapga-listrikan  yang  digunakan  untuk
melakukan tindak pidana sebagei alet bukii; dan

. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukon dolam

hubunpan-nya dengan  pemecrikaaan  perkara
tindak,  pidana  dalwn  kegistan  usaba
keienagalistrikan.

(3) Penyidik Pegawni Negeri Sipil sebagnimana dimaksud
dalam  ayat (1) imemberitabukan
penyidikan perkarn pidana kepeda Iejabat Palisi
Megara Republik Indonesia sescai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Peloksanann  keworangnn  sehogaimana  dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang herlaku,

Al XV
KETENTUAN PIDANA
Masal 59
(1} Setiap orang yany memberikan informasi palyy,

kesaksian palsu, stau menashan informasi berksitan
denjgan usaha ketenaga-listrikan yamg mersgikan
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara
paling lama § (lima) tahun dan denda mmling banyak
Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiaih),

(2) Setinp orang yang melnnggar prinsip kompetisi yang

schal, khusugnya dalam melakukan persekongkalan
utahs  wntuk  memperoleh  keisiimewasn  aiaw
menghimpun  kekuatan  monopoll  schagalmana
dimuaksud dolam Pasal 29 dan "asal 52 hueul b=
dipidana dengan pidana penjara paling lama § (lima)
tahun dan denda paling banyak Rpl. 006,000.000,00

satu il
T J‘_w%&m 4. Kl Pu‘;ﬂ

(1) Setiap orang yang miengigunakd

tennge ik yang
bukan haknys dengan maksud untulke memanfantkan
secara melawan hukum, dipldana karena melakukan
pencurian dengan pidana penjara paling lema 5 (lina)

ihun dan denda paling Banyak RpS00.000 000,00

tlima ralus juts ruplali)

(1) Setiap orang yang karenn kelalaisnnyn mengakibatkan

rusaknya instalasi tenagn listik milik pemegang lzin
Ussha  Penyediaan  Tonaga  Listrik  sehingys
mempengaruhi  kelangsungan  penyedinan  tenaya
listrik dipidana dengan pidana penjura paling lama 3
(tiga) tahun  dan  dendn  paling
1p 1 00.000.000,00 (seratus juta rugial)

Vomes mois ads

ketenngsllstrikan  dan

dimulninys’

Lianyak

o

-
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(3) Apobils kelalninn schagzimana dimaksuwd dalom ayni
(2} mengakibutkan terpulusaya aliran listrik schinggu
merugikan  mosyaakal  dipidans dengan pidann
penjars paling lin § (lona) tabu don dendn paling
anyak Re500, 000 000,00 (hna ratus futa rupinh)

Pasal ol

() Sellig orang yung mielakuken usahn penyedinm
tennga ligteik vonpn ein Usaln Penyedinan Teniga
Listrak webagminm dimbsud dudam Pasnl 5wyt (1)
dan Pasal 10, eipidion bengan pidima penjura puling
lama 6 (emun) abwin gl dends paling  hanywk
T S 00 GO0 (Lo rants Juskan puapiads)

(2) Sctinp ormng yong wwlikukion  usalia penyedionn
tenaga listrik  tanpa  lyin Operasi  sebagaimana
“dimaksud dulwm Pasal 11 ddipidana dengan pidana
penjara puling boon § (lions) b don denda paling
banyak [LpS0.000,020,00 (lina pulub juta rapiali),

(3) Setinp orang yang melakukan usaha penyediann
tenaga listrik tidak wemenuhi kewsjiban terhadap
yang berhak wtas taoad, bavgunan, dan fanaman
sebagaimana  dimaksud  dola Pasal 35 dipidam
dengan pidann penjar paling lamia 1 (satu) b don
dendn paling binyak Rp 100 000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(4) Selain pidana febagunining dimnksud dalam ayat (1)
dapat dikenakan senksi sumbaban berupa pencabitan
lein Usahs Penyedinan Tonnga  Listrik atau  Lein
Cparaxl,

= e Pasn] 63

Seling ormng yang karens kelaloimyn mengakiting ki

matingn sescorneg koeenn tenngn  listrik, dipidana

dengan pldann punjors paliog lama & (i) oo dun

dendn pubing  baayak 1l 00000 OG0,00 (seratus jul

rupink)

(2) Apalile kelaloinn sebugaonana dimaksie dalan iyl
(1 fﬂi[ukukan oleh pemuging Lein Usaha Penyediaan

Tertaga Listrik dan pemeung lzin Operasi, dipidain

dengan pidana penjora piling lan 7 Qajuh) tahun dan

dunda paling bunyak RpS00.000 000,00 (lima s

Juta rupiah).

Selain pldann sebaguimang dinakwnd dulani ayat (2),

pemegang lzin Usahn Penyediann Tensga Listrik dan

pemegung  lain Operisi Juga  diwajibkon  antuk

frembiprd gantl gl

A) Penctapan, tun carn, dun pembayuinn ganil rugi
sebaguimana dimaksud dalwn ayar (1) imeigikit
ketentuan  peraturan  perunding-undangan  yang
Beer s

(I

o
Law
-

Maanl &3
eliaforang yang melakukan kegiman usaha penunjang
criaga lsteik tanpn dein sebagaimang dimaksud dalam
wsal 31 ayat (1) disncan dengan pidan kurmgan paling
e 6 (enam]  balan dan dendn pating  banyak
L1 000 000,00 thma podab i ragriah)

{fasul )
cting orang  yany ekl s, oeogedarkan, st
wernperjual-belikan penmnfaa ok yang dak memiliki
i keselanatan sebayuimam dimaksod dalam Pasal 48
val (4] dipidans dengan pidioe ~cdmgan paling lama |
) talun dan dend paling anvak RpsSo0 £, 000, 1)
i Fakin juta fupiah),
. Pasnl 65
) Do bl tiedbake pidina sebugaimana disiksug
dalam Bab I dilakukan oleh Badan Usaha, pidana
dikenakan terhadap Dadan Usala dan stau
pengusnya,

ry Universitas Jembel

J

VST P NS T

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Dadan Usaha,
pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa
jidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidens
dende ditsmbal sepertignnya. i

Pasal 66
(1) Perbuatnn sebagaimans dimaksud dolim Masal 59, °
Pasal &0, Pasal 61, dan Pasal 42 adalah kejnhatan.,
(2) Perbuatan scbagaimana dimaksud dalnm 'asal 63 dan
I'asal 64 adaleh pelangparan,
pAl XVI -
KETENTUAN PERALIHAN
Pusal &7
Puda saat Undang-undang ini beriaki ;
& dulam jangks wakiu paling lama 1 (sau) thun
dibentuk Bedan Pengawas Passr Tenogn Listrik; dan
b, dalam jangka wakiu paling lama § (limae) 12lwn telah
nda wilayah yang menerapkan kompelisi terbatus di
sisi pembangkitan,

Pasal 68 Ty

Pada saat Undang-urdang inj berlaku, techadap Pemegangs® -

Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) scbagaimana,
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistriknn dianguap telah memiliki jzin
yang terintegrasi  secara  vertikal ywog  melipoti
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga
listrik dengan tetap melaksinakan tuges dan kewajiban
penyediaan tenaga listrik uniuk kepentingsn umum sampai
denpan dikeluar-kannya lzin Usauhae Penyudlaan Tenuga
Listrik berdasarkan Undang-undang ink

_Pasal 69
Pada saat Undang-undang inl berliky

o, peraturan pelaksanann di bidung ketenagnlistrikan yung ~ *

telah  dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang  tidak
bertentangan dengan Undang-unidang Inl atau belum
diganti atau diubal berdasurkisn Undang-undany fni;

b lzin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan ' *

Umum yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1985  (entang
Ketenagalistrikun tetap berlaku sampal habls masa
berlakunys  keew i pads  wilaysh yang relah
ditetapkan  schagel  wilayah  yang  mencrapkan
kompetisi, Izin Usaha Kelenagslisteikan untuk
Kepentingan Umum diperbabarui menjodi 1zin Usaha
Penyedisan Tenaga Listik sesusl dengan bidang
usahanys;

¢ lzin Usaha Keenagalistrikin uniuk  Kepentingan
Sendirl yang telal dikelunrkan berdasarkan Undang-
undang  Nomor 1S Tubun 1985  tentang
Kelenagalistrikan tetap berlaku swnpal habis mass
berlakunya. dan

o lain Usala Penunjane Tenagn Lintrik yang telih
dikeluarkan berdasatkai Unilang-umlang Nomor 15*
Taluin 1985 tentany Ketenagalistrikan tetp berlaky,
sampui habis masa berlikunya

oAl XV
KETENTUAN PENUT U
Pasal 70
Pfada saat mulai berlnkunys Undong-undang ini, Undang-
undang Namor 15 Tahun 1985 tenting Ketonagalistrikan
(Lembaran Negnra Republik Indanesia Talun 1983 Nomar
74, Tambahan Lembaran Negara Nomar 1317), dinystakan
tidak berlaku

Pasal 71
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Agar el WP orng  mengetaluinya,  memerintabkan
pengundaigin Undueg-undang ai dengan penempatannyy
dalam Letubaran Negara Republik ladonesia,

Disahkan di Jakaria

pada tangeal 23 Septomber 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
frd

MEGAWATI SOEKARNOPLTI

Diendangkan di Jukarna

padi tangel 23 Septeniber 2007

SERKRETARIS NEGAIA RHPLISLIE INDONESIA,
il

BAMBANG KESOWO

JLEMBANAN NEGARA REFUDLIK INDONES 1A
u TAILN 2002 NOMOR 94

PENJUELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUNLIK INDONESIA
KROMOIU 20 TALUN 2002
TENTANG

- KETENAGALISTRIKAN
I UMUMm

Balwa wjuan Peaibangimn Nasional adalah winluk
memnjukan  kesejnliermnn  winim  dan mencerduskan
Euhidupan bangsa, s mewijuilkan suinty MaLy ekt
sdildan makimue yang mern materia) dan  spirinud
berdasarkan Pancndila dan Undang-Undisg Dasar 1945,

Dalam wpaya mennjukan kescjuliteraan umum dan
mencerdaskan kelidupin bangsa, tenagn istrik sebpgni
bagian dari cabany produksi ying penting bagi negor
sangat menunjang upaye terselul, Sebagnl salal sutu lasil
pemanfantan kekaynan alum ying menguasni hajat higup
owang. banyuk, teniga fistik perls dipergunakan nmtuk
kescjuhterann dan ke miurm rik oy

Dalam upayn memenibi hebualu witipn  listeil
seeara belily meeatn, adl, dan gk lebilt meninglatknn
Remmpian negam dalin il pesyaliinn tesiga listrik,
Gapal diberikan kesempatan vy suluas-luasnya kepdy
Budan Usaha Milik Megara, Badan Usaha Milik Tdauvrah,
Koperasi atau Swastn untuk enyedinkin teraga Hsril
berdasarkan lzin Usahy Penyedimin Toaga Listik, Uk
ponyediaan tenaga listrik skoly kecil, priveitas diberikan
kepada Badun Usaha kecil dan miceeiys

Babwa dalam rangly medinghitkan pembangunim
yirng Berkelanjutin dan berwawasan lioghungan i sekia
ketenaalistrikan, dipechikan Upaya untik secata opiinal
dan efisien memanfimtkin st ereryl domestik serea
el yang bersil dan ramal linghungan  dan telinalog
ang cfisien guna menghasilkan  mila tamlall unfuk
esnbangkitin  tenaga  lisirik selingea  menjamin
ersedianya tenagn listrik yang diperlibian

Unelang-undang ini nerugikan landasan dan acuan
Al pelaksanann roestrubtucisnst solior ketenngalistrikan
bar pengefolaas c=f 5 i sekior ini dapat dilaksanakan
ccara lebih efisien, transparan din kompetinf. Kompetisi
saba  penyediann temama listrik  dadum tahap awal
iterapkan pads sisi pembanukian dan di kemudian har
sual .dengan kesiapan perangkar keras dan perinukal
naknya akan dilerpkan di osis renjualan, Hal fui
maksudkan agar konsumen sl memiliki  pilihan
tam  menentukin  psokan lenaga stk nya Yaiy
enawarkan hargy pabing  lerswing dengnn muty  di
Tayanan lebili haik

{_)Im-':-n?: LA, iy .-*.T-fu-u_mi-i--f.-; ¥

Perkembai.gan penerapan kompelisi di sisi penjualn,
dimulai pada kensumen besar Yang lersambung pada
tegangan tinggl, yang kemudian pada konsumen legangan
menengah, Untuk mengatur dan mengawnsi penyedizan
tenaga listrik di daerah yans tclah menerapkan kompetisi
dibentuk Badan Pesgawas Pasar Tenaga Listrik. {Jadan ini
vape  mengeluarkan  aturan yang diperfukan  dalam
menunjang  mekanisme pasar meliguli sluran jaringan
{Cirded Cexede), aturan disiribusi (histriduation Cexde), sturan
pentarilin (Tariff Coefe), atorun wnib leluny pengadhan
instalasifsarana penyediaan lenagn liswik  (Procieemens
cried Clenmpretiiive Tendering Codde) dan lain-lnin, termasuk
penegakan hukumnya (e erifercement), Dengan edunya.
lhndan Pengawns Pas.c Tenaga Listrik, akan mengurangi
perinan Pemerintah dalam  penctapun regulasi  bisnis

hetenagalistrikan, namun tidek mengurangi kewenangan

Femerintah sebugai pembuat kebijakan,

Dalam  Undang-undang ini sclain diatur hak dan

hewajiban pengusaha dan masyarakat yang mengpunakan
tenaga lisirik, juga diatur sanksi terhudap tindak pidana
yang  menyangkut  ketenagalisirikan mengingat  sifat
bahaya dari tenaga lisiek dan akibat yang ditimbulkannya.

i samping itu, untuk menjimin keselamarun maunusia di””
sekitar insialasi, keselamatan pekerja, keamanen in!1utas.i .
dan kelestarian fungsi lingkungan, usalin penyedizan

tenaga listrik dan pemanfaatan temryn listrik  hafiis®
meinenyhi ketentuan mengenal keselamaian
ketenagalistrikan,

I PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 -3

Cukup jeles

Pasal 4

Avat (1) S
Yanp dimaksud  sumber eneipl  primer  jake
terbarukan antara lain melipui| minyik bumi, yns
bumi, dan batubars, sedungkan wumber enerpd

primer terbarukan aniara lain mielijuti tenngn nir,

angin, surya, panas bumi, dan bigimnssa,

Ayal (2) - (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayar (1)
Mengingat keadnan ketenngalisirikan iy khas
di sctiap daerali, Pemerintah Dacrals denpan
melibatkan pihak-pihak terkail termasuk Duwan
Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan
keadain sosinl ekonomi dacralinya menyusun
Rencana  Umum Ketenagalistrikan Dacral
masing-masing. Rencans  tersehyl niencakup
antara lain prakiraen kebuilon lelagn  [listrik,
potens sumber encrgi primer, ooy Jalar lintnsan
ransmisi sesuni dengan Rencana Umum Tata
Ruang Daerah,

Axyat (2)
Rencana  Umum Retenagallsirikan  Nasional
merupakan  kebijaknn  unuan i bidang
ketenagalistrikan Yaug mencakup antara  lain,
prakiman kebutubnn  dan peiyedisnn  tenaja
listrik, penciapan dacingan Transmlsi Nisional,
kebijakan investasi dag remlanun, kebijakan
pemanfaatan sumber energi bary dan terbanikan,
Rencana  Umum Ketenapalistrikan  Nasional
dimutakhirkan setiasp tahun wnruk MEnam g
perkembangan yang terjadi,

Ayt (3)
Cukup jelas

Ayat (4) ;
Pedaman  Jni  diperiukan sebogal  acuan
penyusunan  Rencana Umin Ketenagnlistrikan
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Lampiran IV

PT PLN (PERSERO]

EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERQ)
Nomor : 136-11.E/012/DIR/2000
tentang

KETENTUAN JUAL-BELI MULTIGUNA EKSPOR

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Rl No. 48 Tahun 2000 dan Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 836.K/49/MPE/20C0 serta Keputusan Direksi PT
PLN (Persero} No.62.K/010/DIR/2000 tanggal 25 April 2000, perlu pengaturan petunjuk
pelaksanaan jual-beli multi guna ekspor sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Tarif Multiguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar vang semakin ¢

bervariasi, Salah satu diantaranya adalah kebutuhan energi sesaal lintermitten-

usage, spot-demand | tanpa harus menjadi pelanggan tetap. Walau demikian, -
pelanggan sebagai mitra |isnis jangka panjang, diberikan kesempatan pula |

mengadakan transaksi sesaat dengan ftujuan optimasi biaya listrik untuk
kepentingan produksinya, .
Yang dimaksud dengan jual-beli secara terbatas { "limited-transaction’, selanjutnya
dalam Edaran ini disebut ‘Multiguna Ekspor’| adalah penjualan energl dengan cara,

" daya, jumiah kWh dan jangka wakiu lertentu .

Paket penjualan Multiguna Ekspor dimaksudkan untuk memenuhi permintaan
masyarakat atas kebutuhan tenaga listrik dengan cara yang disepakati ‘secara
khusus dan tidak berkesinambungan. Segmen pembeli listrik sementara terdiri darl
perseorangan, lembaga, badan usaha milik Femerintah, Swasta, badan/panitia
pelaksana event-event tertentu dan lain sebagainya meliputi -

a. Pelanggan PLN yang sudah tersambung
b. Bukan pelanggan PLN

2, TRANSAKS! MULTIGUNA EKSROR.

Transaksi inl berups penjualan daya dan energi listrix untk kEperiuéh tertentu dalam
jangka waktu tertentu dengan PLN sebagal penjual dan pihak lain szbagai pembeli.

a. Muluguna Ekspor pada tegangan rendah
b. Multiguna Ekspor tegangan menengah
c. Multiguna Ekspor tegangan tinggi

3. KETENTUAN TEKNIK UNTUK MULTIGUNA EKSPOR.

3.1. Tegangan pelayanan
Multiguna Ekspar dilayani pada sistem tegangan rendah, tegangan meneng'éh
atau sistem tegangan tinggi sebagaimana disediakan sistem PLN setempat.
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3.2

3.3.

3.4,

3.5.

3.6

Pengukuran daya dan energi

Multiguna Ekspor pada dasarnya merupakan jual-beli tenaga listrik  diukur
dalam besaran kWH dan kVArH. Peralatan APP dipasang di titik penyambungan
pada tegangan yang disepakati bersama,

« Pembatasan pengukuran daya [kVA] dilakukan semata-mata untuk
pengamanan peralatan dan pengamanan sistem PLM secara keseluruhan,

*  Pengukuran kVArH hanya dilakukan untuk Muoltiguna Ekspor tegangan
menengah dan tegangan tingagi.

Bila pembeli juga menjadi pelanggan PLN, maka selama masa becakunya
Multiguna Eksper pembatasan daya disesuaikan dengan kebutuhan
peleygan. Selama Fontrak Multiguna Ekspor berlangsung, Biaya Beban
rekening bulanan sebagai pelanggan dihitung terdasarkan dayes kontraknys,
tidak terpengaruh oleh perubahan daya dalam rangka M-Ekspor,
Pembatasan daya reaktit kVArH untuk transaksi Multiguna Ekspor untuk
peruntukan Industri, dan Business tegangan menengah dan tegangan tinggi.

a, Pemakaian kVAR dalam Multiguna Ekspor, perlu dibatasl pada tingkat
tertentu. Pihzsk pembeli disarankan untuk membatasi daya reaktifnya
sehingga faktor daya (cos ¢ ) rata-rata bulanan sama dengan atau lebih
besar dari 0,80. Persyaratan ini di-tetapkan lebih rendah dari faktor daya
pelanggan blasa [ yaitu sebesar 0,85 | dimaksudkan agar sebagai pembeli
sesaat tidak harus ber-investasi berlebihan,

b. Dalam hal digunakan meter-kVMArH dan meter-kWH sebaga: pengukur,
maka perbandingan jumlah kVArH terukur dengan kWh terukur dalam
periodé satu bulan setinggi-tingginya 0,75, Sedangkan untuk Multigina
Ekspor vwang masa pelayanannya kurang dari 30 hari cos & rata-rata
dihitung dari kVArH tota. dan kWh total yang terukur | e

c. Bila ternyata cos & rata-rata lebih rendah dari nilai tersebut dj atas, maka

keleblhan kVArH-nya dikenakan biaya pemakaian kelgbihan kVArH dengan
tarif kVArH sesuai peruntukannya.
Tetapi bila karena sifat pemanfaatan energi listriknya bersifat spesifik
sehingga tidak dapat disamakan dengan salah satu gelongag tarif
berdasarkan TOL yang berlaku, maka tarif kVArH ditetapkan yang termurah
dari tarif kVArH yang ada di struktur TDL. T

Slistem proteksi

Untuk kepentingan yang lebih luas, PLN  menetapkan sistem koordinas
pengamanan antara instalasi milik pembeli dan instalasi PLN,

Penyediaan instalasi

PLN bertanggungjawab atas instalasi penyaluran tenaga listrik sampai pada riek
penyambungan bersama yang disepakali.

Biaya pengadaan fasilitas dan instalasi yang semata-mata untuk keperluan
Multiguna Ekspor dibebankan kepada pemb: 'i.

Atas kesepakatan dua belah pihak, PLN dapat menyediakan trafo untuk
kepentingan mitra bisnis dengan harga sewa dan ketentuan sebagaimana
berlaku bagi pelanggan-pela.iggan PLN, -
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4, BIAYA - BIAYA YANG DIBEBEANKAN PADA PIHAK MITRA BISNIS.

R |

Biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau pihak lainnya sebagai pembeli terdici
atas '

a, Biaya pengadaan fasilitas cambungan
b. Biaya pemakaian

4.1, BIAYA PENGADAAN FASILITAS SAMBUNGAN

a Biaya investasi guna melayani pembeli yang jugs menjadi pelanggan PLN
dibebankan-50% kepada pelanggan,

b Biaya investasi untuk melayani pembeli bukan pelanggan PLN dibebankan
sepenuhnya pada pihak pembeli.

¢ Khusus untuk Multigura Ekspor tegangan rendah dengan waktu pelaksanaan
kurang dari 30 hari berlaky ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran-A
Edaran ini.

d Pada dasarnya kebutuban anggaran untuk kepentingan Multiguna Ekspor
dihitung secara terbuka/ transparan dengan opsi bagi pihak pembeli untuk
mengadakan sendiri fasilitas yang diperlukan { kecuali alat-alat ukur dan
pembatas agar tetap dari PLN}

4.2, BIAYA PEMAKAIAN
Biaya yang diperhitungksn untuk hMultiguna Ekspor terdiri dari :
B, Biaya Beban : nihil
b. Faktor perbandingan harga WEBP/LWBP : K = 1 {llat)

c. Biaya kelebihan kVArH untuk Iransaksi'h-']u[liguna Ekspor.

Kelebihan kVArH dikenakan untuk setiap kVArH vang melewati batas faktor
daya 0,B0 dengan taril disamakan dengan biaya kelebihan kVArh untuk
golongan tarif 5-3, B-3, 1-2, |I-3, P-2, C, T dan -4 TDL yang beriaku,
disesualkan pemanfaatan energi listriknya, Ferlakuan khusus  untuk
Multiguna Ekspor tegangan rendah, sementara dibebaskan dari «Biaya
kelebihan pemakaian kVArh., Kebijzkan ini dimaksudkan untuk mempelajari
pemngaruhnya terhadap penjualan Multiguna Ekspor,

d. Biaya pemakaian k'WH
Biaya Pemakaian dihitung atas dasar tarif colangan M (tarif Muitiguna'Tarif
Dasar Listrik] yang berlaku dikalikan faktor pemanfaatan beradasarkin
tegangan pelayanan dan peruntukan energinya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran-B Edaran ini.

4.3. ENERGI MINIMUM

Untuk melayani permintaan Multiguna Ekspor, PLN mengeluarkan biava-giava

aperasi tertentu yang tidak dapat dihindarkan ( misal : biaya mengirim
petugas memasang/ membongkar peralatan, biaya untuek setting-relay, blaya
requ piket, disb |. Oleh karena itu, noUntunganfmargin  setiap transaksi

Multige. -~ Ekspor minimal harus dapat menutup pengelusran ekstra itu,
sehingga pembelian kWh diberlakukan nilai minimumnya.

Transaksi minimum dalam paket penjualan Multiguna Ekspor dinyatakan
dengan bilangan Ema dalam satuan kWh. Permintaan kWh lebih rendah
dan £~ Tidak boleh dilayan.
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Catatan: a

a. perkiraan daya (kVA) harus disepakati sebelumnya  untuk tujuan
pengamanan peralatan dan pengamanan sistem, dan sama sekali tidak
mempengaruhi perhitungan transaksi Multiguna Ekspor, ..

b. Tagihan listrik Multiguna-Ekspor semata-mata didasarkan pada
pembacaan kWh-meter dan kVArH-meter (bila diperiukan), o

Batas minimum Emin  ditetapkan berdasarkan tegangan pelayanannya

sebagai tabel berikut:

TEGANGAN PELAY ANAN Emin HEIEH#NGAN

1. Tegangan rendah
- pemakalan 1 harl 80 | - Emin adalah jumlah KWh
- pemakaian antara 1 s/d 3 hari 150 | minimum untuk setiap transaksi
- pemakalan antara 3 s/d 7 hari 300
- pemakaian > 7 hari 500
2. Tegannan menengah 20.000
3, Tegangan tingg! 1.000.000

5. PEMBATASAN DAN PENGUKURAN 3

5.1. Pada dasarnya pembatasan daya dilakukan untuk pengamanan instalasi, dengan
memperhatikan daya hantar, ke nampusn hubung singkat peralstan secara
keseluruhan,

5.2, Pengukuran untuk .transaksi Multiguna Ekspor bagi pelanggan PLN agar
diusahakan terpisah darl sambungan aslinya, Namun apabila tidak memungkinkan,
tormulasi untuk memilah  pemakaian Multiguna Ekspor dengan pemakaian
cregulernya sebagai berikut:

a. kKWh total yvang terukur dipllah menjadi
* Bagian yang dimasukkan dalam rekening bulanan, dihitung berdasarkan’
pemakaian rata-rata tiga bulan sebelumnya, vaitu jumliah dari KWH-LWBP dan
kWH-WBP, K 15
« Sisanya diperhitungkan sebagal pemakaian kWh - Multiguna Ekspor
b. Rekening bulanan dikitung dengan dasar permakaan kWh seperti butir 1a di atas
dengan bea beban sesuai daya kontrak asli, walaupun setting pembatas sudah
dinaikkan karena perjanjian Multigu na Ekspar.

Contah pemilahan LWh rekening dan KWh Multiguna Ekspor sebagaimana p:aqa
gambar-gambar berikut (perhatikan perbedaan tiga bentuk perhitungan akhir
sesudah Multiguna Ekspar berakhir, vaitu pada blok paling kanan)

EWh Multiguna
Ekspor

Gambar 1
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KWh-Multiguna Ekspor

KiWh Mulligusa

My-new Rieanva

- —— |

kWh Rata-rala

ko Mutliguna Ekspar

HWh Rekening

kWh Rata-raia

Gambar 3

Catatan: dalam gambar diatas, k\WiH-rekening adalah jumizh kWH-LWEBFP
dan kWH-WEFP bersama-sama.

5.3. Bila pengukuran kVArH terpaksa menyatu dengan pengukuran sebagal
pelanggan, pemilahan kWVArH dilakukan dengan asas kesebandingan kWH
sebagai berikut:

« KWH - total yang terukur dipilah menjadi bagian kKWH untuk rekening
rutin dan kWH-Multiguna Ekspor | dengan mengacu butir b diatas |

= KVArh yang terbaca dipilab menjadi kVArh-rekening rutin dan kVArh-
Multiguna Ekspor berdasarkan perbandingan kWiH-rekening
{(WBP + LWBP} dengan kWH-Multiguna Ekspor

5.4, Selama masa berakunya perjanjian Multiguna Ekspor, batas daya maksimum
disesuaikan dengan keperluan pelanggan sepanjang koordinasi
proteksi/pengamanan dapat dipenuhi. Untuk perhitungan rekening bulanannya,
Biaya Beban dihitung dengan daya kontrak tanpa terpengaruh adanya
tambahan daya karena Multiouna Ekspor, ¥

5.5. Khusus untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah berlaku ketentuan tambahan
sebagal berikut;

“uo Intuk keamanan instalasi, PLM menyediakan saluran tenaga listrik (SLP &
SMF), APP lengkap dan papan bagi tersendiri, terpisah dari sambungan
aslinya. "

b, Sambungan sementara dengan daya kecil { 3.500 VA ke bawsh |
berdasarkan pertimbangan praktis pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
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{il. Instalasi sambungan sementara dipasang terpisah dari instalasi bangunan
yang sudah ada, Instalasi harus memenuhi syarat berikut :
« Batas daya hantar arus tidak dilampui
* Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik
* Pemasangan instalasi dilakukan oleh instalatir yang sah. .

i

{iil. Bila sangat diperlukan penggabungan instalasi rumah dengan instalasi
Multiguna Ekspor, harus memenuhi syarat tambahan berikut :
* Batas daya hantar arus keseluruhan tidak dilampaui
* Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik,
* KWH-rneter Pelangga tidak diaktifkan agar ‘tidak mengacaukan
perhitungan rekening listrik bulanannya,

6. PEMBAYARAN

6.1. Biaya pengadaan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, dilunasi
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tenaga listrik disalurkan,

6.2. Untuk Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan kurang dari 1 {satu) bular, -biaya
pemakalan dibayar dimuka dan akan diperhitungkan setelah pelayanan berakhir.

6.3, Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan melampaui 30 hari maka
¢+ biava pemakaian dibayar di muka untuk setiap masa 30 hari berdasarka
ju niah kWH yang teiah direnca ianan dan disepakati dalum perjanjicn.
¢ apabila pada masa 30 hari yang bersangkutan ternyata pemakaian kWH-ny
diperkirakan akan melampaui jumlah yang disepakati, maka PLN
memberitahukan dan menagihkan kekurangannva untuk dilunasi eleh pihak
pembeli sebelum masa 30 hari yang bersangkutan berakhir,

7. PERHITUNGAN AKHIR.

. Pada saat masa pelayanan Multiguna Ekspor sebagaimana disepakati telah berakhir, |
maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biaya-biaya vyang -menjadi
tanggungan pembeli, . !

7.1, Pemakaian kWH keseluruhan > kWH vang disepakati dalam perjanjian !’ |
Pembeli membayarkan kekurangan biaya pemakaian selambat-lambatnya 10 |
hari sejak masa pelayanan berakhir.

7.2. Pemakaian kWH keseluruhan < kWH vang disepakati dalam perjanjian y
Bilza energi kWH yang dise 1akat] tidak ferserap seluruhnya sampai saat ‘masa
Multiguna Ekspor berakhir maka perlakuan sebagal berikut:

I Khusus untuk Multiguna Ekspor fegangan rendah dengan wakiu kurang |
dari 30 hari dan Multiguna Ekspor untuk kepentingan ysng dapat |
dikategorikan dengan tarif rumahtangga, kWH yang tidak terserap |
dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi,

ii. Bagi pembeli yang menjadi pelanggan PLN, i
Kelebihan kWH yang sudah dibayar berdasarkan transaks J'-..’-ur:i'igl.':l'ha
Ekspor  boleh dikempensasikan dengan kWH dalam tagihan rekening |
bulanannya. Artinya, pemakaian kWH pada bu'an vang bersangkutan !
dikurangi dengan kWH kelebihan Multiguna Ekspor sebagai dasar |
permitungan tagil an rekening bulanannya. |

Catatan :  yang diperhitungkan dengan tagihan bulanan adalah angka
Pemakaian kWh, bukan nilai rupiafinya. |
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i Instalasi sienbungan sementara dipasang terpisah dari instalasi bangunan
yang sudah ada. Instalasi harus memenuhi syarat bernkut :
* Batas daya hantar arus tidak dilampu
+ Pengamanan secara keseliruhan dapat dilakukan dengan baik
= Pemasangan instalasi dilakukan oleh instalatir yang sah.

{iil. Bila sangar diperlukan penggabungan instalasi rumah dengan instalasi
Multiguna Ekspor, harus memenuhi syarat tambahan berikut
» Batas daya hantar arus keseluruhan tidak dilampaui
= Pengamanan secara keseluruhan dapat dilnkukan dengan baik. i
+ KWH-meter Pelanggan tdak diaktifkan agar tidek mengacaukan
perhitungan rekening listrik bulanannya.

]

- &

E. PEMBAYARAN

6.1. Biaya pengadaan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, dilunasi
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tenaga listrik disalurkan.

6.2. Untuk Multiguna Ekspar dengan masa pelayanan kurang dari 1 (satu] bulan, biaya
pemakaian dibayar dimuka dan akan diperhitungkan setelah palayanan berakhir,

6.3. Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan melampaui 30 harl maka °
¢+ biaya pemakaian dibayar di muka untuk setiap masa 30 hari berdasarkan
jumlah kWH yang telah direncanakan dan disepakati dalam perjanjian,
¢ apabila pada masa 30 har| yang bersangkutan ternyata pemakalan EWH-nya
diperkirakan akan melampaui jumlah yang disepakati, maks _PLN
memberitahukan dan menagihkan kekurangannya untuk dilunasi oleh pibak
pembeli sebelum masa 30 harl yang bersangkutan berakhir, ‘

7. PERHITUNGAN AKHIA,

Pada saat masa pelayanan Multiguna Ekspor sebagaimana disepakat telah berakhir,
maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biaya-biaya yang menjadi
tanggungan pembelf,

7.1. Pemakaian kWH keseluruhan > kWH yeang disepakati dalam perjanjian :
Pembeli membayarkan kekurangan biaya pemakalan selambat-lambatnya 10
hari sejak masa pelayanan berakhir.

7.2, Pemakaian kWH keseluruhan < kWH yang disepakati dalam perjanjian ;
Bila enerqgi kKWH yang disepakati tidak terserap seluruhnya sampal saat masa
Multige na Ekspor berakhi maka perl .kuar sebagai harikut:

i Khusus untuk Multiguna Ekspor feganpan readah dengan wakiu kurang
dari 30 hari gan Multiguna Ekspor uniuk kepentingan vang dapai’
dikateqgorikan dengan tarif rumantangga, kWH vyang tidak terserap
dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi, ‘

. Bagi pembeli yang menjadi pelanggan PLM
Kelebihan kWH yang sudah dibayar berdasarkan transaksi Multiguna
Ekspor  boleh dikompensasikan dengan kWH dalam tagihan rekening
bulanannya. Artinya, pemakaian kWH pada bulan yang bersangkutan
dikurangi dengan k\/H kelebihan Multiguna Ekspor sebagai dasar
perhitungan tagihan rekening bulanannya,

Catatan ; yang diperhitungkan dengan tagihan bulanan adalah ;ng.lrf!
pemakaian kWh, bukan nilai rupiahnya. e
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:-f! "
iil. Bagi pembeli yang bukan pelanggan PLW. AR 1

Kelebihian kWH yang lidak terpakai dianggap sudah lerpakai dan tidak ada
restitusi atas uang muka yang telah dibayarkan.

8. WAKTU MULTIGUNA EKSPOR

Pelaksanaan Multiguna Ekspor dibatasi selinggi-tingginya 90 hari kalender cengan
kemungkinan diperpanjang dengan perselujuan ke dua pihak. Pembatasan waktu ini
dimaksudkan untuk menjaga agar kapasilas sistem ( daya dan hantaran) tetap’
diprigritaskan untuk melayani pelanggan rulin X

-

Sebagai contoh ; S J |

= Calon pelanggan ABC, daya 440G #\VA djadwalkan disambung bulan
Desember 2000 s

+ kapasitas janngan PLN sudah siap sejak awal tahun 2000.

e Pada bulan Agusiu: PLN melayani iransaksi Multiguna Ekspor sebesar
J000KVA selama 80 harl sampai bulan Oktober

« Sesudah Multiquna Ekspor berakhir, pe—beli ingin memperpanfang masa
kontrak Mulliguna Ekspor hanya dapat dilakukan sampai dengan bulan
Nopember saja tanpa mengganggu pelayanan sambungan ABC,

8. LAIN-LAIN

1. Penjualan yang berkaltan dengan lransaksi Multiguna Ekspor dibukukan dan
dilaporkan dalam dalam TUL 111-09 bulan yang bersangkutan digabungkan dengan
golangan tarif M,

2. Untuk seliap transaks| Multiguna Ekspor dibuatkan peijanjian khusus yang herbeda
dengan ikatan kontrak SPJBTL bai pelanggan biasa.

3..Dengan bedakunya Edaran ini, Edaran Direksi PT PLM (Persera) nomot
18.E/012/DIR/2000 tanggal 25 April 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dulam Edaran Direksi inl, hendaknya
diajukan kepada PT PLN (Pursaro) Kantar Pusal disertai sarar-saran pengaturannya,

5. Edaran Direksi ini mutai berlaku sejak tanggal 1 Jul 2001

Ditetapkan dl Jakarna
pada tanggal 30 Juni 2001
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Lampiran - A
Edaran Direksi Nao.: 136-11.E/160/DIR/2001
Targgal i 30 Juni 2001

UNSUH BIAYA PEMASANGAN PADA SAMBUNGAN SEMENTARA
Multijuna Ekspor TEGANGAN RENDAH

A.  Yang dimaksud dengan Biaya Pemasangan untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah
adalah:

1. Bila sambungan ditarik dat jaringan listrik PLN yang sudah ad~ , maka Biaya
Femasangan yang diperhitungkan adalah:

a. Biaya pembangunani/perluasan jaringan distribusi di tempat yang akan

diberi sambungan [ misalnya untuk pasar malam atau pekan raya ).

tanpa melalul jaringan tegangar rendah yang ada :

(]

a, Blaya angkut generator-set dari gudang PLN setempat ke lokasi dimana
sambungan sementara diminta.

b. Biaya pembangunan/perluasan jaringan distribusi ditempat yang aka. diberi
sambungan | misalnya untuk pasar malam atau pekan raya ).

jaringan PLN yang ada dan diesel generator-set sebagai cadangan : -

a. Biaya-biaya yang dimaksud pada butir 1, dan 2

b. Biaya sewa generator-set

panas |

B, Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Biaya Pemasangan Multiguna
Ekspor tegangan menengah 3

ukur dan alat pembatas (APP), tiang transformator distribusi, translormator
tegangan dan transformator arus tidak diperhitungkan,

2, Material yang dapat dipakal ulan ; dengan penurunan muty sepert kabel dan
penghantar dihitung 50 %

- dan perlengkapan lainnva dihitung 100%
4. Ongkos-ongkos (gaji, angkuran, barongan) diperhitungkan 100 % -

§. Harga satuan yang digunakan adalah harga satuan PLN setempat,

6. Material bekas-pakai yang ma=uk dalam RAB sepenuhnya menjadi milik PLN.

2, Sambungan sementara yang dilayani langsung darj diesel generator-set FLN_

i 3. Sambungan sementara Multiguna Ekspor tegangan rendah yang dilayani dari’

c. biaya operasi dan bahan bakar (apabila generator-set diminta Standby

1. Material yang dapat dipakal ulang tanpa penurunan [degradasi ) mutu seperi: alat

3. Material yang habis dipakai seperti : sambungan kabel, seknng, pengaman tebur
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C. LAIN-LAIN,

1. Kepada pihak pembeli diberkan pilihan untuk mengadakan sendin fasiltas untuk
penyambungan sampal ke instalasi miliknya. Bila disepakati demikian, maka ; i\
a, Material yang digunakan seluruhnya disediakan pembeli/pelancgan kecuali Alét-
pembatas dan pengukur (APP).
b. Seluruh materal bekas-pakal tetap menjadi milik pembeli/pelanggan s
c.  Kenstruksi memenuhi standar PLN
d. PLN peru dilibatkan dalam pengawasan pemasangannya.

2, Perbalkan/pemasangan instalasl baik untuk Peminla sambungan semenlara yang
pelanggan maupun bukan pelanggan, agar dilakukan oleh Instalatir yang terdaftar,

Edaran Direksi ini mulai beraku sejak tanggal 1 Juli 2001

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 30 Junl 2001

.0'4#

Nt DIREKTUR UTAMA,
< PN
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Lampiran - 8
Edaran Direksi No. :136.11 .E/180/DIR/2001
Tanggal : 30 Juni 2001 =

HARGA JuAL TRANSAKS! MULTIGUNA EKSPOR*)

: Harga Jual Energl Listrik Harga Jual Energi Li;tn‘k
NO | PEMANFAATAN®) [Rp/kWH) mulai 1 Juf {Rp/kWH) mulal 1
2001 Oktober 2001 .
B IM P 7T | TR |ovmas | v ]
1 | Sosial G886 469 780 540 -
|_2 Rumahtangga 740 823 - -
3 | Bisnis 686 469 449 730 540 462
l 4 | Industri . 686 489 449 790 540 482
[ 5 | Publik 686 469 e 780 640 e
Catatan:
* Untuk transaksi Multiguna Ekspor berlaky luga Biaya kelebihan
kVARh seperti pada golongan tarif S-3, B-3. I-2, I-3, dan P-2, =}

dipilih  yang sesuai Peruntukannya { mungecu pada Edaran
Direksi nomar 136-3.E/160/0IR/2001 tentang Batasan Umum
Tarif Tenaga Listrik)

Dilelapkan di Jakara
Pada tanggal 30 Juni 2001
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Lampiran V

PT. PLN ( PERSERO )
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR

SURAT PERJANJIAN

No. PIHAK PERTAMA : 003/Pj/KTS/RTR /2003

% No, PTHAK KEDUA
tentang jees
o JUAL BELI TENAGA LISTRIK SECARA TERBATAS

(MULTIGUNA) DAYA 23 IKVA
antara
PT PLN (PERSERD)
dengan

BENY / BENGKEL KARYA AGUNG KERTOSONO

o - e A e e e e e s s Bt

Yang bertanda tanpan dibasvaly jui

I, PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh  Gatot  Imam Flidayat selakuy Manaper Uni(
Pelayanan  Pelanggan Teganpan Rendah  Kertosono beralamat di JI. Panglima Sudirman 18
Kertosono, berdasarkan Surat Keputusan Pzmimpin PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA
TIMUR No. 234, K/440/GM/2001 tanggal 31 Juli 2001 bertindak untuk dan atas nama jabatannya,
selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut * PIHAK PERTAMA

L BENY | yang  dalam hat ing sclaku Pemilik [ Penanggung Javabdengan noiner KTP |

35.18.13.1002.02662 yang beralamat di Jalan Anjuk Ladang 12 Ploso | Kabupaten Nganjuk ‘dan
selanjutnya dalam Sural Pecjanjian ini di sebul © PINAK KEDUA -

Kedva belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik secara terbatas yang se-
lanjurnya disebut Multizuns dayn 23 KVA yang diuraikan sebagaimana dalan pasal - pasal herikuy

PASAL : |
WKetentuan Umum

. Multiguna adalah penjualan encrei listrik dengan cara, dava, jumlah kWh dalam jangka waoktu
terteniuy.,

PIHAK PERTAMA melaksanakan penyambungan tenaga lisik kepada PIHAK KEDUA dengan
daya 23 KVA 3 phasa, tegangan antar phasa 380 Volt (deviasi plus 5 %, minus 10 %o} frekuensi 50
Hz ( lima puluh Hertz),

-2

Persyaratan Umuimn

Kedua belah pihak akan tundul: pada ketentuan — ketentuan yung tercantum dalam Surat Keputusan

Presiden Republik Indonesia No. 133 Tahun 2001 tangeal 31 Desember 2001 tentang Tanf Dasar Listrik .

Uutul Multiguna,
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S . . PASAL H 3 i .
Pemalainn tegangan listrik Multiguna

I Pencatatun pemakaian tenaga listrik Multiguna dilakukan tangal 0] ( satu ) setiap 3 { tiga ) bulan (
' sekali, oleh PIHAK PERTAMA dan disaksikan oleh PIHAK KEDUA R
" Z" Pemakaian kWh oleh PIHAK KEDUA mulai dihitung secara efekiif scjak disediakan PIHAK
""" PERTAMA.
3. Besamnya pemakaian kWh Multiguna adalah scbesar 1.500 kWh /3 { tiga ) bulan. -
4. Bessrnya pemakaian daya tefap 23 KVA atau 3 x 35 Amp. :
5. Penggunaan tenapa listrik hanya pada antara jam 07.00 s/ d 16.00 wib,

PASAL : 4

Biaya - biaya

ooty

Ketentuan biaya pada Multiguna ( 23 KVA ) sebagai berikut :

I. Harga per kWh sebesar Rp. 1.003 -
(2. Bizya beban nibil
1-3: Biaya penyambungan (BP) nihii
4. Uang Jaminan Pelanggan (UJL) nihil
5. Jumlah vang pembayaran Multiguna Ekspor (energi listrik minimum) untuk masa waktu 3 (tiga )
bulan sebesar 1.500 kWh ( seribu limuratus kWh ) tersebut dibayar dimuka  sebelum
. penyambungan tenaga listrik Multiguna dilaksanakan J
6. Apabila jumlah pemakaian kWh Multiguna selama 3 (tiga) bulan tersebut lebih dari 1.500 KWh
(seribu limaratus kWh ), maka untuk menghitung tagihan rekening listrik adalah sebagai berikut -

4. Jumlah pemakaian Encrgi listrik Multiguna diperhitungkan sebesar Rp. 1.033 .- / kwh (Seribuy
tiga pulub tiga rupiah per kWh ).
b. Kekurangan ( Selisih antara pemakaian KWIT Multiguna dengan energl listrik minimm_njl
- ukan diperhitungkan dan harus dibayar dalam bulan berikulnyu,

7. Apabila pada saat masa pelayanan Multiguna sebagaimana yang disepakati berakhir, maka bila

- pemakaian KWh kescluruhan lebih keeil dari Energi listrik minimam, KWH yang tidak

terserap dianggap sudah dipukai dan tidak adn restitusi, I

8.. Ketentuan pada ayat | dan § pasal ini akan diubah sesuni dengan perubahian Pemerintah maupun
Dhireksi PT PLN {Persern)

PASAL: S

Ketentunn Teknis

. PIHAK PERTAMA menyalurkan tenagan listrik sebesar daya 23 KVA, 3 phas, Tegangzn antar
phasa 380 Volt ( deviasi plus § %, minus 10 % ), S0 Hz. kepada PIHAK KEDUA, .
Daya sebesar 23 KVA sebagaimana ayat 1 pasal ini adalah total daya dari daya tetap Multiguna

L% )

PASAL : 6
Cara Pengukuran Dun Pembatasan

Pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diukur dengan meter 3 fase tarip tungpal miljk
SHHAK PERTAMA dan dipasang pada tegangan antar phasa 380 Volt umtuk maksud perhitungan «
tagihan rekening lisirik kepada PIHAK KEDUA “ae
2. Daya tersambung sesuai pasal 5 , akan dibatasi dengan pembatas arus otomatis ( MCR 3 x 35 Amp )
“ vang dipusang pada tepangan 220 Valt antar phasa dengan nol
i Posisi stand Kwh meter 3 phase pada awal pemasangan di lokasi menunjukkan nngka : 07234,.3
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PASAL : 7
Cara Pembayaran Uang Muka

I. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar energi listrik minimum sebesar 1.500 kWh stau Rp.
1.504.500.- ( Satu juta limaratus empat ribu lima ratus rupiah ) sebelum pelaksanaan
= pemasangan Multiguna,
" 2. Pembayvaran listrik Multiguna tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto atau rekening PT. PLN ( Fersero Jdi :

UPPTR Kertosono JI. Panglima Stdirman 18 Kertosoro.

PASAL : 8
Pengakhiran Perjanjinn

~—Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri peganjian ini, maka PIHAK KEDUA akan memberikan
=+ «informasi secara tertulis kepada PIHAK. PERTAMA sekurang ~ kurangnya 7 ( tujuh ) hari sebelum !
tanggal beraklimya perjanjinn ini, -

PASAL : o
Berlakunya Perjanjian B

-+ Pegjangian ini berlaku dalam jangka waktu 90 ( sembilan pulul ) hari kalender atau sampai denpan
T tanggal 05 Agustus 2003 dan kemungkingn dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL : 10
Perselisihan Pendapat

I Perselisihan pendapat aritara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini akan
diselesaiakan secara musyawarah,

2. Bila penyelesaian perselisihan  sesuai ayat | pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah “pihpk

' sepakat untuk menyerahkan kepada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berkedudukan di
Nganjuk.

Surat Perjanjian ini dibuat dulam rangkap 2 ( dua ) masing — masing mempunyai kekuatan hukum yang
sami, 1 satu ) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan | { satu ) magkap untuk PIMAK KEDUA dan
sutelah dibubuli meter secukupnyn kemudian ditanda tungant eleh kedun belah pihak di Kertosono
pada hari Kamis tangeal 02 Bulan Mei  tahun 2003 ( dua ribu )

FT.PLN (PERSERQ )

L

BENY GATOT IMAM HIDAYAT

.
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dilisgin S e
"% LN (PERSERO) UNIT BISNIS Tl

LISTRIBUSI JAWA TIMUR~ °
AREA PELAYANAN MOJOKERTO NOMOR s o
UPE. TM /TR ¢

- BERITA ACARA e
=4 PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGEKARAN *) : + =

SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / .....occoovennn. ¥) A

Pada hari ini /M1 ﬂ.{' tanggal . m IH"ILA,‘QQ,OB telah dilaksanakan pemasangan dan penyambungan /
pambangkaraly *) dengan data sebagal berikut :

L DASAR : PERINTAH KERJA ( TUL. | - 08 ) o+ O /NERE
Tol. ¢
I, JENIS PEKERJAAN [ MUTAS| ’
1 PanyambunggnBary (A) | 5§ | Trafo Aws, Tralo Tegangan, | (8)) [ Penyambungan Sementara
2 Parubahan Tarl 8] [ Fakior Kall Meter (K} 3
3 Perubahan Daya (E) B | Gardu/ Tiang /SLP/ SMP A
T 4 Alal Pengukur & Pembatas SLTM I SLTT ) L) "
] dan Sakelar wakiy () 7 | Pasang Kembali (=]
Nama ;.. .DF &_ I\d{"}"d : v AR PNRORN P T T e
. | ‘Alamat: .l T}\ﬁ L.::Lu £ ‘Md.tm R b.£an0....
Tari ) Daya (BMa)  ......vovisscsnecre f sorooesseeeesensesessens VA Taril/ Daya (baru) ... 8.3 IO VA
v, PELAKSANAAN
Uralan Dipasang Cibongkar
{1 LelakApPp Lutae gediang.... .
2. Alal Pembalas | S o
8, Tanggal

da, Merk { Type [ Nomar
og; Tahun Tara /! Tahun Bual
d. Lkuran / Setling

A Malar kWi

4. Tanggal I TR o e T TR L ks B
o e 5 '.{WL&h b (d‘,%} : -"}M
il _.""_a_:?.f.é:f? ;/.’{..l.:’f. i
LB

¢ Tahun Tera / Tahun Buat
d. Konstanla moles

o, Stand meter - LWap o p Nt
WEP e i
I, Tralo Arus, Trale Tegangan P ey - S AN
g, Faklor kali " LA
A, Matar kW A | f

o, Tanggal

b Merk [ Tyoa § Momar

¢. Tatwn Tarn ! Tohun Bl

4 Kanstanta moler

& Stand malar |
I Trale A, Tralo Tegangan

6, Faklat kall

'.] Corol yang lidak rmrh;

Ad TUL, | -10
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LANJUTAN
BERITA ACARA Hal. 2
NOMOR :
1_5. Meter kVA Maks : =
a. Tanggal N. =

b. Merk / Type | Nomor

c. Tahun Tera / Tahun Buat

d. Konstanla meter

e. Angka Penunjukan

f. Trafo Arus; Trala Tegangan

6. Sakelar Wakiu ;
& Tanggal
b. Merk | Type { Nomor
¢. Tahun Tera | Tahun Bual
d. Penggerak

Mo, Gardu Dislribusg)

8. No. Tiang TR

8. Penampang SLTR / SLTM / SLTT

10, Jenis SLTR/ SLTM/ SLTT *)

Pan]. SLTR / 5LTM/ SLTT *}

Fasa

Tegangan Nominal

14, Pengukurln
15. Menggunakan Trafo milik PLN

16, Gambar Penyambungan ...

17. Gardu indui

18, Penyulang

wiel ™ TN

18. Serike

V. | Lain-lain

SR =TC A4x.2¢ Yo +

Vi. | Pelanggan tordekal

No. Pelanggan ; ...

.. Kode Kedudukan & ._............

T P,

HET

Tanggni : ﬁx{’-ﬁg'h‘mom%"

Pelanggan, |

Tanda Tangan

Nama

Cotel ying lidok poru

45

Falupas

Aapding FRayen ..o it
g N R e
Tands TROGRA. .ot et Horr e
Area Pelayanan Mejokerio

Nama

Tandn TROGAN et

Mengelahu
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LANJUTAN
BERITA ACARA
NOMOR :

Hnd::

R —

5. Meter kVA Maks |

& Tanggal g L T varrr i ]
_. b. Merk | Type! Nomer B T S T =gy .
¢. Tahun Tera / Tahun Buat ___ I o

d. Konstanta metor 3 _ s
- B Angka Penunjukan
1, Trafo Arus, Trafo Tegangan U R e v 7T

6. Sakelar Waktu :

a. Tanggal

b. Merk ! Type | Namar

c. Tahun Tera / Tahun Euat
P =" d, Penggerak

¥, Mo, Gardu Distribusi E -_h
B. No Tiang TR
| 9 Penampang SLTR/ 5LTM / SLTT

10, Jenis SLTR/ SLTM/SLTT ™
1;': Fanj. SLTR / SLTM 7 SLTT ) meler maler

_ 2. Fasa -
13. Tegangan Nominal = Vol Volt &

14. Pangukuran =

15. Menggunakan Trafo millk PLN Kepaaitas ... .. . KA Kapasitas ____I:'lul';i.
16, Gambar Penyambungan ...... ... Lihatlampiran ..o, AN . W

17. Gardu Induk AT o Somdirws . SR T I

19. Seri Ke L

V. | Lain-lain R T

vi Pelanggan terdekat No.Pelanggan: ... Kode Kedudukan

l 5 =
a '] sl Nl

Petuges

AN L PO NS S et reriones Tenggal sl dimr o hald r.
Ranting / Anyon
Mama ____

F“:‘ru_;,_;an,\ ¢
i
Tanga I.rl"r_‘|.r-
Tandn Tangan ___.,.... FE e e

Nama s&w Area Pelayanan Mojokanc

Mama. 3 .
Tanda Tangan

Mengetahu |

"} Carel yang hdak periu
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